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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil metode kualitatif atau dengan penelitian
lapangan. Skripsi ini guna untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik
gadai sawah di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten
Bangkalan dan bagaimana analisis hukum Islam dan Kompilasi hukum ekonomi
syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong Kecamatan
Klampis Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan yang ditujukan di Desa
Larangan Glintong Kecamatan Klampis dan data penelitian ini dihimpun dari
proses observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian hasil data yang
dihimpun, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir
induktif, yaitu memaparkan landasan teori tentang Gadai dalam hukum Islam dan
KHES pada pasal 396, selanjutnya dipakai untuk meninjau dan menganalisis
praktik gadai barang dengan berupa sawah yang kemudian dimanfaatkan oleh
penerima gadai di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten
Bangkalan untuk mengetahui status hukumnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, dalam praktik gadai yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten
Bangkalan, sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan
hukum yang dapat ditinjau dari hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan di
atas bahwa praktik gadai yang dilakukan sudah dipandang sah dan jelas, karena
adanya pihak yang bertransaksi yakni pemberi gadai dan penerima gadai (agid),
adanya ijab dan gabul adanya barang yang akan dijadikan jaminan hutang yang
memiliki nilai jual dan nilai tukar pengganti barang. Kedua, disebutkan bahwa
dalam perspektif Hukum Islam, praktik gadai Masyarakat Larangan Kecamatan
Klampis Kabupaten Bangkalan ini, tidak sah karena dalam akadnya tidak
memenuhi syarat sighat, yakni transparansi dalam sighat yang kurang jelas, dan
juga pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak
diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Namun menurut pandangan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada Pasal 396,
bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh dilakukan
karena tidak ada izin dari pemberi gadai, walaupun hal demikian sudah menjadi
kebiasaan masyarakat setempat tetap tidak boleh dilakukan karena sudah sesuai
hukum yang berlaku.

Atas Kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis berharapan segala
tindakan yang dilakukan masyarakat umum, untuk bagaimana memahami dan
menaati hukum yang berlaku, khususnya masyarakat Desa Larangan Glintong
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, agar tidak lagi melakukan
pelanggaran hukum seperti pemanfaatan barang gadai yang tanpa izin pemilik
barang gadai. Kemudian penulis juga menyarankan agar dapat pula memahami
bagaimana menjalankan praktik gadai tersebut yang sesuai dengan hukum atau
syariat Islam.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai makhluk sosial yang
dimana tidak bisa lepas dari interaksi sosial di lingkungan sekitar maupun
diluar. Dalam implementasi sosialnya mereka hidup antara satu sama lain
dan saling membutuhkan. Dalam ajaran Islam istilah hubungan antar
manusia biasa disebut (habluminannas) yang merupakan nilai-nilai yang
mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antar manusia dan bertujuan
untuk tercapainya kehidupan yang harmonis.' Nilai tersebut mencakup
masalah Muamalah. Muamalah sendiri ialah hubungan antar kepentingan
manusia dimana dalam hubungan tersebut adanya sebuah komunikasi yang
menyangkut sebuah hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi.” Muamalah
bertujuan untuk menjaga keharmonisan interaksi sosial antara manusia satu
dengan yang lainnya, maka dari itu Muamalah sangatlah berperan penting
dalam kehidupan sehari-hari kita.

Adanya interaksi hubungan satu dengan yang lainnya akan
membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan hidup bermasyarakat. Di
tengah kehidupan bermasyarakat hendaknya kita harus berbuat baik satu
sama lain, demi terciptanya kenyamanan, kerukunan, dan ketenteraman

bagi kita semua. Dengan menjaga ketaatan hukum syariat islam yang

"' Nurul Tlmi Idrus, “ ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia”, Jurnal Etnosia, Vol. 01. No. 02, (
Desember, 2016), 70.
? Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 7.



dimana hukum Muamalah berlandaskan alquran Hadits, [jmak dan Qiyas.
Akan rusak suatu interaksi antar individu ataupun antar kelompok jika
semua itu tidak memerhatikan adanya hukum islam dalam bermuamalah.
Maka dari itu, taat hukum syariat Islam dalam ber Muamalah ialah sebuah
kewajiban yang harus kita laksanakan dan diterapkan dalam hidup
bermasyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mempunyai rasa
kekeluargaan yang cukup erat sehingga lebih terarah kehidupan
bermasyarakat dan menjalin hubungan baik antar sesama.

Banyak kegiatan Muamalah yang terjadi di tengah masyarakat yang
sering kita jumpai seperti gadai, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, kerja
sama dan lainnya. salah satunya ialah gadai, dalam Islam gadai biasa
dikenal dengan istilah Ar —Rahn. Ar —Rahn ialah suatu kegiatan gadai yang
dimana menjadikannya suatu barang berharga sebagai jaminan hutang
kepada pemberi hutang. Pemilik barang gadai disebut rafin dan orang yang
mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta
menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang di gadaikan disebut
rahn.!

Praktik Gadai yang dimana sudah menjadi Kebiasaan atau istilah
Islam nya lebih dikenal A/-’urf” yang merupakan sesuatu yang telah sering
dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan
ataupun perbuatan atau hal-hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut

adat. Karna menurut istilah ahli syarak tidak ada perbedaan antara A/-’urf

! Sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),187.



dan Adat.” Kegiatan ini merupakan adat turun menurun yang dilakukan
oleh masyarakat Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten
Bangkalan. Masyarakat setempat telah menjadikannya kegiatan ini sebuah
kebiasaan di latar belakangi Karena mudahnya untuk menyelesaikan
masalah perekonomian yang mereka alami dengan cara berhutang dengan
menyertakan barang berharga yang mereka miliki sebagai barang jaminan
(objek gadai) seperti halnya sawah. Mudah dan Cepatnya proses gadai
menjadi sebuah alasan masyarakat Desa Desa Larangan Glintong
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan untuk mengatasi masalah
dengan cara aman yang ia lakukan tanpa takut kehilangan barang yang
dimilikinya, ketika pemberi gadai telah mampu melakukan pelunasan
hutang atau lebih tepatnya menebus barang gadai yang ada di penerima
gadai maka saat itu juga barang yang dijadikan jaminan dapat langsung di
ambil dan kembali atas kekuasaan penuh di tangan pemberi gadai. Sehingga
mereka dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan tanpa harus
kehilangan barang berharga yang mereka miliki dengan cara yang mudah
cepat dan aman.’

Salah satu cara alternatif untuk menciptakan mutu perekonomian
masyarakat agar terpenuhi ialah praktik “gadai”, di masyarakat sering
dikenal bahwa gadai tidak hanya dilakukan di sebuah Lembaga Pegadaian

baik itu pegadaian Syariah ataupun Pegadaian Konvensional. Bahkan

? Abdul Wahhab Khallaf, kaidah-kaidah hukum islam (ilmu Ushul Figh) (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 1996), 133-134.
’ Bpk. Siroj Nawawi (Warga Desa Larangan Glintong) Wawancara , Bangkalan. 28 November
2020, Pukul 15.25 WIB.



praktik gadai lebih sering dilakukan di tengah masyarakat pada umumnya
baik secara individu ataupun kelompok tanpa melibatkan lembaga yang
terkait. Layaknya sebuah praktik pegadaian yang telah dilakukan oleh
masyarakat penduduk di Desa Larangan Glintong ini. Kebisaan praktik
gadai yang terjadi di Desa Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis
Kabupaten Bangkalan tampak berbeda dengan praktik gadai pada
umumnya. Yang dimana objek gadai akan dimanfaatkan oleh penerima
gadai dan berada dalam penguasaan penuh oleh penerima gadai. Sedang kan
sudah jelas diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang tertera
pada pasal 396 bahwa barang gadai tidak dapat dimanfaatkan oleh
penerima gadai kecuali ada kesepakatan pada akad di awal atau ada
persetujuan dari pemberi gadai®.

Kecamatan Klampis ini adalah salah satu kecamatan yang ada di
kabupaten Bangkalan. kecamatan Klampis terdiri dari beberapa desa yaitu ;
(Desa Bantean, desa Bator, desa Bragang, desa Bulukagung. desa karang
asem, desa bulung, desa Klampis timuur, desa Klampis barat desa ko’ol,
desa larangan glintong, desa larangan sorjan, desa lergunong, desa
manunggal, desa mrandung, desa moarah, desa penyaksaghen, desa
polongan, desa ra’as, dsa tnggun, desa tobaddung, dsa trogan, desa
tolbuk).” ada umumnya, Masyarakat di Desa Larangan Glintong Kecamatan

Klampis mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

* M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2009), 110.
> Bpk. Ibnu Nawawi (Warga Desa Klampis Timur) Wawancara, Bangkalan, 27 November 2020,
Pukul 14.30 WIB.



Karena di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis bisa dikatakan
memiliki aset tanah yang cukup berkualitas dalam segi produktifitas. Gadai
sawah sudah kerap terjadi di masyarakat setempat, Desa Larangan Glintong
Kecamatan Klampis lebih menonjol segi agrarisnya daripada Desa lainnya
yang berada di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Klampis. Maka dari itu
disana menjadi salah satu alasan pergadaian sawah masih tetap dilakukan
oleh masyarakat Desa Larangan Glintong.

Masyarakat di Desa Larangan Glintong biasanya mereka
menggadaikan sawahnya kepada kerabat, tetangganya sendiri atau dengan
masyarakat desa setempat supaya lebih mudah aman dan cepat dalam
prosesnya, dan juga dikarenakan sudah saling mengenal satu sama lain dan
mengerti sifat atau watak lawan transaksinya tersebut. Dan tak lupa mereka
juga melakukan esepakatan tertentu antara kedua belah pihak tersebut.
Sehingga lebih menjamin dalam segi keamanan suatu transaksi dan dapat
meminimalisir potensi penipuan antara kedua belah pihak yang
bersangkutan.

Praktik gadai yang dilakukan warga setempat yang dimana Sawah
tersebut yang telah menjadi barang jaminan penerima hutang terhadap
pemberi hutang kini berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai
tenggang waktu pelunasan hutang oleh penerima hutang, Namun kadang
tidak ada kesepakatan tenggang waktu terkait pelunasan hutang, hanya saja
mereka menggunakan asas kepercayaan antar kerabat ataupun tetangga.

Selama berada ditangan pemberi hutang hasil panen yang melimpah dari



sawah pun menjadi hak penuh si pemberi hutang. Terkadang apabila hutang
belum terlunasi mencapai waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun
sehingga hasil keuntungan pengelolaan sawah tersebut lebih besar dari
nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu
dilaksanakan antara pemberi hutang dan penerima hutang tidak
mendatangkan saksi, karena mereka kedua belah pihak masing-masing
sudah saling percaya.

Terdapat sebuah hikmah dari praktik gadai sendiri kita dapat
mengambil salah satu contoh peristiwa ialah misalnya, masing-masing
nasib seseorang pastinya berbeda, ada yang miskin ada pula yang kaya.
Namun terkadang pada suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang
baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun keperluan yang
sekiranya mendesak. Kebetulan pada saat itu juga, ia pun tidak
mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan
uang kepadanya. Tapi ia masih mempunyai barang berharga, sehingga ia
mendatangi orang lain untuk menggadaikan barang tersebut kepada calon
pemberi hutang. Dengan demikian mereka kedua belah pihak telah
melakukan akad dan saling menyetujui kesepakatan terkait jumlah
nominal uang yang ia butuh dan tenggang waktu pelunasan. Terjadilah akad
gadai yang dilakukan kedua belah pihak dengan ketentuan yang saling
disepakati, sehingga dengan adanya akad gadai ini tercapailah suasana
keharmonisan serta kerukunan dengan adanya sikap saling bantu membantu

sesama manusia dan berujung ketenteraman



Dalam kasus yang terjadi di Desa Larangan Glintong sesuai dengan
judul yang saya angkat, maka disini saya menguraikan beberapa masalah
terkait sistem praktik gadai yang dilakukan oleh warga di Desa Larangan
Glintong ini. Pada penelitian kali ini Terjadi sebuah akad gadai yang
dilakukan oleh kedua belah pihak di desa Larangan glintong kec. Klampis,
kab. Bangkalan. Dalam jangka waktu 3 tahun dengan hutang sebesar 50jt.
Dalam akad gadai tersebut adapun pemberi hutang yang memegang sawah
tersebut dan memanfaatkannya dengan cara mengelola sawah tersebut. Dan
hasil dari pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya milik pemberi hutang,
pada akhirnya pihak penerima hutang pun merasa rugi karna tidak
mendapatkan hasil 1 % pun dari hasil sawah yang dikelola pihak penerima
gadai. Tidak ada kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai tersebut
yang menjadikan nya sebuah masalah. Dalam praktik gadai seperti salah
satu studi kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan (‘Urf) di Desa Larangan
Glintong ini. Dan jelas bertentangan dengan aturan yang sudah jelas tertera
di KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pada pasal 396 tentang
Gadai.

Melihat sistem praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa
Larangan Glintong berbeda dengan apa yang telah ada pada umumnya yang
kita ketahui. Bagi kami peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah
penelitian dan kajian, dengan tujuan menambahkan wawasan serta
membuka cakrawala keilmuan dan pengembangan teori yang sudah ada,

juga memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai hukum yang



mengatur tentang akad gadai menurut pandangan hukum Islam. Maka dari
itu, kami sebagai peneliti akan menganalisis dengan melakukan sebuah
penelitian dan kajian terhadap praktik gadai yang dilakukan warga Desa
Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sehingga
menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi ini dengan judul
“Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap
praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong kec. Klampis, kab.

Bangkalan.”

Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan penjelasan dari Latar belakang diatas terdapat beberapa
masalah yang akan di identifikasi, Dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penerapan hukum Islam yang masih minim di masyarakat setempat
2. Kurang maksimalnya implementasi teori hukum islam yang telah ada
3. Pemahaman masyarakat yang masih awam terkait kompilasi hukum
ekonomi syariah
4. Telah Menjadikannya sebuah tradisi turun temurun (A/-’urf) di desa
setempat
5. Penerapan Akad yang kurang diperhatikan oleh penerima hutang dan
pemberi hutang dalam akad tersebut.
Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas dapat
disimpulkan atau di ambil beberapa pokok pembahasan masalah agar
pembahasan yang akan di bahas lebih fokus terhadap permasalahan yang

akan diteliti. Adapun rumusan masalah yang akan saya angkat ialah;



1. Praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong, kec. Klampis, kab.
Bangkalan

2. Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
terhadap praktik gadai sawah di ~ Desa Larangan Glintong, kec.
Klampis, kab. Bangkalan

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan masalah yang perlu dianalisa untuk

memunculkan sebuah solusi, Beberapa Rumusan masalah pada penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong, kec.
Klampis, kab. Bangkalan ?

2. Bagaimana analisis hukum islam dan Kompilasi hukum ekonomi
syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong, kec.

Klampis, kab. Bangkalan ?

Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini akan disampaikan beberapa hasil penelitian
yang bertujuan untuk menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan
dengan hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa
tidak adanya plagiasi dalam penulisan karya ilmiah ini yang dilakukan oleh
peneliti.

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas
tentang “praktik gadai” yang di teliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya

ialah, oleh ;
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1. Aqnes Citra Amalia, dengan judul “Gadai lahan pertanian tanpa batas

waktu menurut UU No. 56/PRP/ Tahun 1960 dan pandangan Tokoh
MUI kabupaten Kediri”. ada tahun 2018 oleh mahasiswa Jurusan
Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana malik Ibrahim Malang®. Penelitian yang dilakukan oleh
Aqnes citra amalia dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan
perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-
sama menggunakan metode penelitian kualitatif, tidak lepas dari unsur
syariah, dan penelitian ini juga terdapat persamaan dalam membahas
objek gadai yakni praktik “gadai lahan pertanian”.
Sedangkan perbedaannya secara objek terletak pada praktiknya,
penelitian peneliti fokus pada pemanfaatan hasil objek gadai,
Sedangkan peneliti ini lebih fokus pada estimasi waktu gadai lahan
pertanian tersebut. Terdapat perbedaan pada kajian analisa diantara
keduanya, pada penelitian ini Tahapan yang menjadi kajian analisa I
alah hukum positif UU No. 56/PRP/ 1960 dan pendapat tokoh MUI
Kab. Kediri , sedangkan penelitian peneliti menggunakan kajian analisa
hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

2. Azizah Difa Purnama, dengan judul “Perspektif hukum islam terhadap
praktik gadai motor tanpa batas waktu di masyarakat desa parampuan”

Pada tahun 2017 oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam

% Aqnes Citra Amaliya, “Gadai lahan pertanian tanpa batas waktu menurut UU No. 56/PRP/
Tahun 1960 dan pandangan Tokoh MUI kabupaten Kediri” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2018).
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Negeri (UIN) Mataram’. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah difa
purnama dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan.
Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama
menggunakan metode penelitian kualitatif, Juga terdapat persamaan
pembahasan yakni praktik gadai, dan pembahasan keduanya tidak lepas
dari perspektif hukum Islam.

Terdapat perbedaan antara keduanya yakni, secara objek peneliti
membahas tentang gadai motor, sedangkan penelitian peneliti
membahas objek gadai lahan pertanian (sawah). Penelitian ini tidak
memuat terkait kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan
penelitian peneliti memuat kompilasi hukum ekonomi syariah yang
mengatur tentang gadai. pada pembahasan penelitian lebih fokus
terhadap estimasi waktu gadai, sedangkan penelitian peneliti lebih
fokus pada pemanfaatan objek gadai.

3. Dina Amaliya Hidayati, dengan judul “Pemanfaatan gadai tanah sawah
di desan Sruwen, kec, Tengaran, kab. Semarang menurut hukum islam”
Pada tahun 2016 oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga®.
Penelitian yang dilakukan oleh Dina amaliya hidayati dengan penelitian

peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian

7 Azizah Difa Purnama, “Perspektif hukum islam terhadap praktik gadai motor tanpa batas waktu
di masyarakat desa parampuan” (Skripsi--UIN Mataram, 2017).

¥ Dina Amaliya Hidayati, “Pemanfaatan gadai tanah sawah di desan Sruwen, kec, Tengaran, kab.
Semarang menurut hukum islam” (Skripsi--IAIN Salatiga, 2016).
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ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian
kualitatif, tidak lepas dari unsur syariah, dan penelitian ini juga terdapat
persamaan dalam membahas pemanfaatan objek gadai yakni
pemanfaatan objek gadai (tanah sawah)’. Juga keduanya memiliki
persamaan pada kajian analisa yakni hukum Islam Terdapat
kesepakatan jangka waktu gadai.

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut ialah, penelitian ini dalam
pembahasan teori hukumnya hanya mencantumkan hukum Islam
(alquran, hadits, dan ijmak). sedangkan penelitian penulis selain
mencantumkan hukum Islam juga menyertakan kejelasan teori
kompilasi hukum ekonomi syariah. Pembahasan lebih focus erhadap
deskripsi praktik, dan deskripsi objek gadai yang kurang spesifik.

4. Erna Yanti, dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai
tanah di kec. Tawamangu” Pada tahun 2016 oleh mahasiswa jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta’. Penelitian yang dilakukan oleh Erna yanti
dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan.
Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama
menggunakan metode penelitian kualitatif, keduanya memiliki
persamaan pembahasan terkait gadai tanah, juga memiliki persamaan

dalam tahapan kajian yakni analisa hukum Islam.

? Erna Yanti, “Tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai tanah di kec. Tawamangu” (Skripsi--
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).
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Perbedaan antara keduanya adalah, secara objek penelitian ini lebih
universal yakni membahas sistem gadai tanah sehingga objek kurang
spesifik, sedangkan penelitian peneliti secara objek fokus pada
pemanfaatan objek gadai. Dalam Pengambilan data Pembahasan lebih
fokus pada praktik (sistem gadai tanah), dan spesifikasi objek gadai
yang kurang detail. Serta di penelitian ini tidak meliputi pembahasan
Al-‘Urt.

5. Rustam, dengan judul
“pemantfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif
hukum islam” Pada tahun 2011 oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.'’
Penelitian yang dilakukan oleh Rustam dengan penelitian peneliti
terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini
dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian
kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait
pemanfaatan objek gadai oleh pemegang objek gadai, juga memiliki
persamaan dalam tahapan kajian yakni analisa hukum Islam.

Terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya yakni, di dalam skripsi
ini lebih condong membahas masalah dampak dari pemanfaatan barang
gadai, tidak ada kejelasan terkait lokasi penelitian, di dalam
pembahasan ini objeknya bersifat Universal sehingga kurang spesifik

dibandingkan dengan judul peneliti, tidak adanya studi kasus yang

' Rustam, “pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum islam”
(Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 201 1).
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dituju, sehingga pembahasan lebih umum terkait “pemanfaatan barang
gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam”. Teori
hukum yang diangkat hanya mencantumkan hukum islam (alquran,
hadits, dan ijmak) tanpa menyertakan teori hukum Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah.

6. Kholisatul lailiyah, dengan judul “Studi komparatit fatwa MUI
dengan kitab Fathul Mu'in terhadap masalah pemanfaatan sistem
gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten Tuban’. Pada
tahun 2016 oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.'' Penelitian yang dilakukan
oleh Kholisatul lailiyah dengan penelitian peneliti terdapat persamaan
dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah
sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, keduanya
memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, yakni lebih
spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek gadai. juga
memiliki persamaan dalam tahapan kajian yakni analisa hukum Islam.
Perbedaan antara keduanya adalah, terdapat perbedaan pada pisau
analisis yang digunakan yakni penelitian ini menggunakan pisau analisis
fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dengan kitab fathul mu’in.
sedangkan peneliti menggunakan analisis hukum islam dan kompilasi

hukum ekonomi syariah. Dalam Pengambilan data dan Pembahasan

" Kholisatul lailiyah, “Studi komparatif fatwa MUI dengan kitab Fathul Mu'in terhadap
masalah pemanfaatan sistem gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten
Tuban’ (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
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lebih fokus pada perbandingan antara dua pendapat yakni fatwa MUI
Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002 dengan kitab fathul mu’in.

7. Winda Fitri Ayu Ningtias, dengan judul “ Analisis hukum Islam
terhadap Gadai Uang Kuno. studi kasus di Gadai Murah Jogja,
Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul.”'* Pada tahun 2019 oleh
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Ampel Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Winda
Fitri Ayu Ningtias dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan
perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-
sama menggunakan metode penelitian kualitatif, keduanya memiliki
persamaan pembahasan terkait sistem gadai, juga memiliki persamaan
dalam tahapan kajian yakni analisa hukum Islam
Perbedaan antara keduanya adalah, secara objek sudah jelas berbeda.
Pada penelitian ini menggunakan objek gadai uang kuno, sedangkan
peneliti menggunakan objek gadai sawah. Terdapat perbedaan juga pada
pembahasan yakni, penelitian ini membahas objek gadai tanpa adanya
pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai. Sedangkan penelitian
peneliti membahas masalah pemanfaatan objek gadai oleh penerima
gadai. Terdapat perbedaan juga pada pisau analisis yang kami gunakan,

penelitian peneliti selain menggunakan pisau analisis hukum Islam juga

2 Winda Fitri Ayu Ningtias, “Analisis hukum Islam terhadap Gadai Uang Kuno: studi
kasus di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul” (Skripsi--UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2019).
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menggunakan analisis kompilasi hukum ekonomi syariah yang dimana
pada penelitian ini hanya menggunakan pisau analisis hukum Islam

8. Novi Heriono, dengan judul “Praktik Gadai di Desa
Morosunggingan Kabupaten Jombang menurut kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah.”"? Pada tahun 2019 oleh mahasiswa Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Penelitian yang dilakukan oleh Novi Heriono dengan penelitian
peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian
ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian
kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait sistem
gadai, dan pada pembahasan mengerucut pada penguasaan penuh objek
gadai oleh penerima gadai. juga memiliki persamaan dalam tahapan
kajian yakni analisa hukum Islam.
Perbedaan antara keduanya adalah, secara objek penelitian ini lebih
universal yakni membahas sistem gadai semua objek gadai yang
digunakan dalam praktik gadai di Desa tersebut sehingga objek kurang
spesifik, dan jelas berbeda dengan penelitian peneliti secara objek fokus
pada pemanfaatan objek gadai yakni pemanfaatan sawah oleh penerima
gadai. Terdapat perbedaan juga pada pisau analisis yakni pada

penelitian ini Novi heriono menggunakan Analisis KUHper. Pada

3 Novi Heriono, “Praktik Gadai di Desa Morosunggingan Kabupaten Jombang menurut
kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi--
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
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pembahasan penelitian ini tidak membahas secara deskriptif terkait
objek gadai. Serta di penelitian ini tidak meliputi pembahasan A/-‘Urf
9. Daih Akhidzu Mafazan dengan judul, “Pemanfaatan barang jaminan
tanah  oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang
perspektit Figih empat mazhab.” Pada tahun 2019 oleh mahasiswa
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik

Ibrahim Malang."

Penelitian yang dilakukan oleh Daih Akhidzu
Mafazan dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Daih Akhidzu Mafazan dengan
penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari
penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode
penelitian kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait
sistem gadai, yakni peralihan penguasaan objek gadai lebih tepatnya
pembahasan spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek
gadai.

Perbedaan antara keduanya adalah, terdapat perbedaan pada pisau
analisis yang digunakan yakni penelitian ini menggunakan pisau analisis
empat mazhab figih. sedangkan peneliti menggunakan analisis hukum
Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam Pengambilan data

dan Pembahasan pada penelitian ini lebih fokus pada perbandingan

pendapat antara 4 mazhab fiqih.

'Y Daih Akhidzu Mafazan, “Pemantfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam
perjanjian hutang piutang perspektif Figih empat mazhab” (Skripsi--UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2019).
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10. Mamlw’atul Kiftiyah, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Pemantaatan Barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo.” Pada
tahun 2020 oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Ampel Surabaya'’. Penelitian yang dilakukan oleh
Mamlu’atul Kiftiyah dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan
perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mamlu’atul Kiftiyah dengan
penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari
penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode
penelitian kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait
sistem gadai, yakni peralihan penguasaan objek gadai lebih tepatnya
pembahasan spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek
gadai. Terdapat persamaan pada Data yang di kumpulan. yakni
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan
kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan
menggunakan metode induktif yang dimulai dengan membahas secara
khusus adanya pemanfaatan objek gadai.

Perbedaan antara keduanya adalah, secara objek penelitian ini lebih
universal yakni membahas sistem gadai yang ada di Pulo Tegalsari
Wonokromo Surabaya sehingga pembahasan objek kurang spesifik,
sedangkan penelitian peneliti secara objek fokus pada pemanfaatan pada
satu objek gadai. Ditinjau dari perbedaan pisau analisis pada penelitian

Mamlu’atul Kiftiyah ini hanya menggunakan analisis hukum Islam.

“Mamlw’atul Kiftiyah, “Analisis Hukum Islam TerhadapPemanfaatan Barang gadai di Pulo
Tegalsari Wonokromo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
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sedangkan peneliti menyertakan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menyelaraskan apa yang telah di kutip di

bagian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1.

Mengetahui dan mengkaji praktik gadai sawah di desa Larangan
Glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan.

Mengetahui dan mengkaji analisa hukum Islam dan Kompilasi hukum
ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di desa larangan

glintong, kec. Klampis, kab. Bangkalan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembaca

skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis, dari apa yang telah di

deskripsikan dalam sub bab latar belakang dan rumusan masalah,

diantaranya :

. Aspek teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangsih
pengetahuan terhadap perkembangan teori hukum islam maupun
kompilasi hukum ekonomi syari’ah terkait perihal tentang akad

gadai pada khususnya dan khazanah keilmuan pada umunya.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka lebar wawasan,
informasi, dan pengetahuan terhadap implementasi akad gadai yang
sesuai dengan hukum Islam.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Universitas
1. Meningkatkan integritas universitas melalu karya-karya ilmiah

yang dikerjakan oleh mahasiswa nya sebagai peneliti.

b. Bagi Mahasiswa (peneliti)

1. Memberikan pengalaman dan pengetahuan baru terkait bidang
yang di telitinya

2. Memberikan sumbangsih perkembangan teori dan memperkaya
khazanah keilmuannya.

c. Bagi Dosen
1. Membantu melahirkan sebuah karya tulis yang bersifat orisinal.

d. Bagi masyarakat desa Larangan Glintong
1. Memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai hukum

yang mengatur tentang akad gadai menurut pandangan hukum
Islam.
Definisi Operasional
Agar lebih memudahkan dalam memahami judul Skripsi ini, maka
peneliti mendefinisikan beberapa istilah yang terdapat pada judul “Analisis

hukum Islam dan Kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai
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sawah di Desa Larangan Glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan”, sebagai

berikut:

1. Hukum Islam
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah
dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui
dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam,
untuk mewujudkan sebuah kedamaian yang horizontal maupun
vertikal."®

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ialah kumpulan perkara
yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, dan sebagai pedoman prinsip
syari’ah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.'”

3. Praktik gadai sawah
Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Larangan
Glintong berbedan dengan apa yang ada pada umumnya, yakni jenis
praktik yang dilakukan ialah pemanfaatan barang gadai. Barang gadai
yang dipegang oleh pemberi hutang tersebut dimanfaatkan dengan
mengolahnya, dan pemilik sawah pun tidak mendapat keuntungan se

persen pun dari penghasilan pengelolaan objek gadai tersebut.

16 Rohidin, Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia (Yogyakarta:
Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

' Direktoat jenderal Badan Peradilan Agama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2011, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, xii.
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H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif
deskriptif.  Penelitian jenis ini  penelitian yang bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau
kelompok tertentu, gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan
antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.'®
Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, tetapi juga tidak
bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau
memperkuat teori yang ada, dan dapat menggunakan data kualitatif .
Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif
untuk menggali informasi dan memahami lebih fakta yang ada di
lapangan. Dalam hal ini mengamati dan langsung meneliti praktik gadai
sawah yang ada di Desa Larangan Glintong'’ kemudian dalam
penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti menggunnakan metode
berpikir induktif, yakni peneliti menganalisis dari teori umum menjadi
teori khusus dengan mengemukakan dan memaparkan teori umum
dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 396
tentang akad. Kemudian peneliti menganalisis teori yang khusus yakni

system praktik gadai sawah yang ada di Desa Larangan Glintong.

1. Data dan Sumber Data

'8 faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta
Pranadamedia, 2016), 16.
" Ibid.
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a.Data
Data adalah Bahan keterangan tentang suatu objek
penelitian®’. Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara
dengan pengelola objek gadai dan penerima hutang, dan
selebihnya wawancara dengan masyarakat setempat dan Kepala
Desa Larangan Glintong. Selain dari data wawancara,
diperlukan juga data yang berkaitan dengan pemanfaatan
pengelolaan barang gadai di desa Larangan Glintong. Data juga
diambil dari dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan pemanfaatan gadai sawah desa Larangan
Glintong.
b. Sumber Data
Ada dua klasifikasi sumber data yang dikumpulkan dalam

metode penelitian ini, yakni :
1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang

diperoleh langsung dari sumber pertama.’’ Adapun sumber

data primer dalam penelitian ini yang di dapatkan Dari hasil

wawancara dengan pengelola objek gadai dan penerima

hutang wawancara dengan masyarakat setempat dan Kepala

Desa Larangan Glintong selaku kepala pemerintahan di Desa

2 Burhan bungin, Metodologi penelitian sosial & ekonomi: format-format kuvantitatit dan
kualitatif untuk kajian studi sosiologi, kebijakan public, komunikasi, menejemen, dan pemasaran
(Jakarta: Kencana,2013), 123.

! Irfan Tamwifi, Metotologi penelitian (Surabaya: UINSA Press,2014), 220.
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Larangan Glintong tersebut. Data ini berisikan tentang
penentuan mekanisme praktik gadai yang sesuai dengan
aturan yang berlaku di masyarakat, deskripsi objek, dan

pemanfaatan objek gadai tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh
berdasarkan informasi tidak langsung”. Sumber data
sekunder meliputi data kepustakaan /literature seperti teori-
teori yang ada korelasinya dengan pembahasan dengan
penelitian, dokumen-dokumen seperti dokumen pencatatan
awal pendaftaran tanah kepada kepala desa pada waktu itu,
serta dokumen lapangan yang berupa visual hasil observasi
langsung peneliti, serta catatan-catatan penting lainnya yang
berkaitan dengan judul pembahasan pada skripsi ini, yang
bisa didapatkan dari kepala desa masyarakat, dan informan

yang bersangkutan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini
adalah untuk mendapatkan data.”® Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

2 Ibid, 220.

3 Burhan bungin, Metodologi penelitian sosial & ekonomi..., 224.
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a.Observasi
Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang
bersifat fundamental dari semua metode pengumpulan data
dalam bentuk penelitian kualitatif, baik secara langsung maupun
tidak langsung.** Teknik ini digunakan untuk melihat semua
apa saja yang terjadi di lapangan. Mulai dari deskripsi objek
sampai dengan pengelolaan dan penghasilan yang di dapatkan
pemberi hutang. Dari hasil observasi ini peneliti bisa
menemukan beberapa fakta di lapangan bahwa memang bena
adanya terkait pemanfaatan objek gadai untuk kepentingan
pribadinya yang dimana telah terjadi di lapangan.

b. Wawancara
Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua
orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh
informasi dari seorang lainnya dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu yang berhubungan
dengan objek yang diteliti.” dalam hal ini peneliti akan
melakukan wawancara secara langsung sesuai dengan terkait
pembahasan pada penelitian ini yaitu, pihak penerima hutang,

pihak pemberi hutang, dan beberapa masyarakat setempat, serta

* Hasyim hasanah, Tehnik-tehnik observasi, sebuah alternative metode pengumpulan data
kualitatif ilmu-ilmu social, A¢- Tagaddum, 1 (Jurnal-jurnal dakwah UIN Semarang, 2017), 23
 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif\ (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 180.
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kepala desa Larangan Glintong selaku kepala pemerintahan di
Desa Larangan Glintong.

c.Dokumentasi
Dokumentasi merupakan atatan atau kKarya seseorang tentang
sesuatu yang sudah berlalu, dan biasanya dokumen tersebut
berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto.?® dalam
hal ini peneliti akan mengambil data berupa dokumen-dokumen
lewat dokumentasi yakni meliputi profil desa, kondisi penduduk,
dan foto-foto yang berkaitan dengan objek gadai sawah yang
ada di Desa Larangan Glintong.

3. Teknik Pengelolaan Data
Semua data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap
sumber-sumber data selanjutnya akan di kelola melalui tahapan-
tahapan pengelolaan data sebagai berikut:

a. Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh
dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai
segi, yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang
lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan
permasalahan.”’ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa
kelengkapan data-data yang telah didapatkan dan akan

digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

2 Muri yusuf, Metode penelitian kuantitatif. kualitatif & penelitan gabungan (Jakarta: Kencana,
2017), 391.
?7 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
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Selanjutnya, data yang belum bisa dibaca dilakukan
penerjemahan agar mudah dibaca dan dipahami.”® Dalam hal ini
peneliti akan melakukan editing terhadap data dan dokumen
terkait sistem praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong.

b. Organizing adalah menyusun data-data hasil editing

dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang
terstruktur dengan baik sehingga mudah dipahami oleh
pembaca.”’ Dalam menggunakan teknik ini bertujuan
untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan
mengelompokkan data yang diperoleh.

Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan
terhadap hasil editing dan organizing data yang telah
diperoleh dari sumber-sumber penelitian ini, dengan
menggunakan teori dan literature lainnya sehingga
menghasilkan sebuah kesimpulan. Sehingga dapat ditarik
sebuah kesimpulan tentang analisis Hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik
gadai sawah di Desa Larangan Glintong kec. Klampis, kab.

Bangkalan.

4. Teknik Analisis Data

2 1bid, 153.

¥ Andi Praswoto, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.



28

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara
sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan
data-data lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada pembaca.’® Dalam Teknik analisis data
penelitian kualitatif terdapat 3 langkah yakni :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang
pokok, serta memilih hal-hal yang paling penting guna
menunjang peneliltian ersebut. Dengan demikian maka data
yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan terarah serta mempermudah peneliti untuk
mengumpulkan data berikutnya.’' Peneliti akan mereduksi
data dengan memfokuskan pada pelaksanaan praktik gadai di
Desa Larangan Glintong.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya dalam analisis
data ini adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya.’” Dalam hal ini peneliti menjadikan
data yang direduksi menjadi gambaran umum yang berupa

uraian singkat mengenai implementasi Hukum Islam dan

30 Sugiyono, Metode penelitan kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: alfabetta, 2012), 244.
3! M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media,2017), 132.

32 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif...,249.
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai
sawah di Desa Larangan Glintong.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi ialah merupakan
langkah terakhir dalam teknik analisis data pada penelitian ni.
Kesimpulan awal dalam penelitian ini bersifat sementara dan
akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-
bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan
data berikutnya.” Setelah melewati beberapa tahapan, dan
ditinjau Dari semua data-data yang dikumpulkan dengan
melakukan tahapan terakhir dari teknik analisis data, maka
Peneliti akan menarik kesimpulan mengenai analisis Hukum
Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap

praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong.

I.  Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan pada penelitian ini bertujuan untuk
mempermudah dan memperjelas dalam penyusunan skripsi ini, Agar lebih
sistematis maka pembahasan masalah-masalah yang ada di skripsi ini akan
di susun per bab sebagai berikut :
Pertama, bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

3 JW Creswell, “Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan mixed”, penterjemah
Achmad fawaid,(Yogyakarta:Pustaka Para pelajar , 2010), 274.
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kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan rujukan
pertama dari penulisan skripsi ini, dari bab ini juga akan terlihat ke arah
mana pembahasan penelitian yang akan dituju.

Kedua, pada bab ini akan memuat tentang penjelasan lebih luas
mengenai pengertian gadai, syarat-syarat sah gadai, landasan-landasan teori
hukum pada judul skripsi ini, baik itu teori hukum islam ataupun teori
kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 396 tentang pemanfaatan barang
gadai, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan
skripsi ini, a/ ‘urfdan hikmah gadai.

Ketiga, pada bab ini menjelaskan beberapa sub bab yakni, latar
belakang adanya gadai sawah, deskripsi objek, letak geografis, keadaan
social ekonomi penduduk, keadaan agama dan pendidikan, dan pelaksaan
praktik gadai sawah.

Keempat, pada bab keempat ini menjelaskan tentang analisis
Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik
pada Sawah di Desa Larangan Glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan yang
dimana sudah di jelaskan pada bab II dan dibenturkan dengan hasil temuan-
temuan lapangan yang ada pada bab III agar sesuai dengan dasar Hukum
Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan nantinya akan
menghasilkan justifikasi hukum dalam bab ini.

kelima, pada bab terakhir ini merupakan bab penutup yang akan

memuat kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan mulai bab I sampai bab
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IV dan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab I.
selain itu, juga berisi saran-saran bagi masyarakat, pemerintah desa, dan

penulis agar kedepannya bisa lebih baik.



BAB I1
KONSEPSI TEORITIK GADAI

A. Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab rahn, arti menurut bahasa berasal dari
kata: rahana-yarhanu-rahnan yang sinonimnya tsabata. tetap, da-ma:
kekal atau langgeng, habasa: menahan.' Kata ini merupakan makna
yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti
‘menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang’.

Secara istilah dapat di artikan bahwa gadai raAn merupakan
suatu benda untuk dijadikan jaminan dalam pandangan syarak atas
danya dua kemungkinan. Gadai adalah penjanjian (akad) pinjam
meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang?,
atau gadai juga menurut istilah adalah sebagai akad utang dimana
terdapat suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat
kepercayaan dalam hutang piutang. Barang itu boleh di jual apabila
utang tersebut tidak dapat terbayar, dengan ketentuan pemilik barang
mengetahui barang yang dijadikan jaminan akan dijual dan penjual

harus jujur. Apabila harga jual melebihi dari nominal utang maka

' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muammalah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 286.
? Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyah (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1997), 122.

32
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kelebihan dari hasil penjualan itu harus diberikan kepada penghutang

atau murtahin .

Menurut para ulama tentang pengertian gadai rahn , tidak satu
dalam pemikiran, namun banyak pengertian yang tentunya membawa
pengertian secara objektif:

a. Menurut Sayyid Sabiq, Gadai adalah menjadikan barang yang
mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan utang,
sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa
mengambil sebagian (manfaat) barang itu.”

b. Menurut Syafi’l Antonio gadai (ar-rahn) adalah suatu akad dimana
seseorang menahan salah satu benda atau harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.” Artinya dalam
hal ini, orang yang meminjam rahn harus memberikan atau
menyediakan barang yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan atas
hutangnya kepada orang yang memberi pinjam (murtahin).

Berdasarkan pengertian yang di jelaskan diatas, dapat di
katakana bahwa gadai raAn adalah menahan barang jaminan yang
berbentuk materiil isi peminjam rahn sebagai jaminan atas pinjaman
yang diterimanya, dan barangnya yang diterima itu bersifat ekonomis,
sehingga pihak yang menahan barang (murtahin ) memperoleh jaminan

untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang

' Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 139.
* Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), 139.
3 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum,..., 182.
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gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat
membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.
Dasar Hukum Gadai rahn

Dalam menjalankan aktivitas gadai, tentunya setiap manusia harus
mengetahui dasar hukum daripada gadai tersebut, maka hal ini yang
menjadi dasar hukum sebagai tumpu tindakan adalah al-Qur’an, al-
Sunnah, dan ijma’ para ulama, sebagai berikut:
a. Al-Qur’an

Tolak ukur dalam menjalankan aktifitas gadai sudah dijelas

dalam al-Qur’an, yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 283.
01 352l L ety ool D6 Tl A5 WETLAL I i e 88 o)

ool g BG s as SR s N L AT i st A

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang ber piutang. Akan
tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain. Maka
hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertagwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para saksi) menyembunyikan persaksiannya. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahuiapa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-
Baqarah: 283).

Dari ayat di atas menjelaskan, apabila trnsaksi itu terjadi dalam
perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak seorang pun

yang dapat menulis dalam persoalan transaksi, maka sebagaimana
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mestinya harus ada barang tanggungan yang dijadikan jaminan

pinjaman atau dengan kata lain menggadaikan.

b. Hadist
Landasan hukum dalam gadai bisa ditinjau pula dalam perilaku
Nabi Muhammad SAW, yang seketika waktu pernah melakukannya.

Hadist tersebut berbunyi:
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“Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-
Hamzaliy dan Ali bin Hasyram berkata: keduanya mengabarkan
kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amsyi dari Ibrahim dari Aswad
dari A’isyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW, membeli
makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju
besinya”. (HR. Muslim).*
c. Ijmak
Ulama bersepakat terhadap sahnya dalam aktivitas gadai rahn
tidak seorangpun dari mereka memperselisihkan mereka sahnya atau
secara hukum Islamnya. meskipun mereka berselisih pendapat

tentang hukum syariat di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan).

Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkannya gadai di tempat

* Husain Muslim bin Hajjaj Al Kusyairy An Naisaburi, Sahih Muslim, juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr,
1993), 51.
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kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena
Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika tinggal di Madinah.
Dibatasinya gadai dalam perjalanan pada ayat di atas adalah
untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena gadai sering
kali terjadi dalam perjalanan. Sementara Mujahid, Dhahhak, dan para
ulama Zahiriah berpendapat bahwa penggadaian tidak disyariatkan
kecuali dalam perjalanan, dengan bersandar terhadap ayat di atas.
Kemudian setelah itu pendapat mereka dibantah dengan landasan

hadits Nabi Muhammad SAW di atas.’

3. Syarat dan Rukun Gadai

Syarat dan Rukun Gadai merupakan bagian terpenting yang tidak
bisa dipisahkan dalam pelaksanaan gadai. akad gadai atau perjanjiannya
dipandang sah dan benar sesuai syariat Islam apabila telah memenuhi
syarat dan rukun gadai yang telah di tentukan dalam hukum Islam.® Syarat
Gadai

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, syarat gadai sama dengan syarat jual

beli, gadai baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaiu:

1) Berakal;

2) Baligh;

> Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, ..., 126.
% Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.
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3) Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan
barang gadaian tersebut dapat diserahkan atau dipegang oleh
murtahin ;

4) Barang yang dijadikanjaminan dapat berupa emas, berlian, dan
benda-benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat
berharga (surat tanah, surat rumah).”

Dari syarat keempat di atas dapat dispesifikkan kembali
menjadi 2 bagian syarat sahnya gadai tersebut, sebagai berikut:

1) Syarat Aqidaian (rahin dan murtahin)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-
pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subjektif),
yaitu cukup dengan melakukan tukar menukar benda, apabila
mereka berakal sehat (tidak dalam keadaan gangguan jiwa), dan
telah mumayyiz (mencapai umur). Mencapai umur yang
dimaksud, adalah mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun
atau mereka yang sudah menikah. Kemudian untuk orang yang
berada, di bawah pengampuan atau wali dengan alasan amat
dungu (sufih) hukumnya seperti mumayyiz, akan tetapi
tindakan-tindakan hukum sebelumnya mencapai usia baligh
diperlukan izin dari wali, apabila pengampuan mengizinkan

perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak

7 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 12, ..., 141.
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mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut halal menurut
hukum.® Syarat Barang Gadai (marhum)
Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat,
antara lain:

a) Harus dapat diperjualbelikan;

b) Harus berupa harta yang bernilai;

¢) Marhum harus bisa dimanfaatkan secara syariah;

d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima

secara langsung;
e) Harus memiliki oleh rahn (peminjaman atau pegadai)
setidaknya harus seizin pemiliknya.’

Salah satu syarat marhum adalah penguasaan marhum oleh
rahin. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, ulama
masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini
merupakan syarat perlengkapan ataukah syarat sahnya gadai.
Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak
mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi ahli fikih yang
menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai
itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah
dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai

tidak mau adanya penentuan demikian."

8 Rahmat Syafi’l, Figih Muammalah, Cet. 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 162.
? Ibid, 168.
1 Hendi Suhendi, Figih Muammalah, ..., 108.
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a. Rukun Gadai
Rukun adalah salah satu bagian dari cara melakukan akad dalam
gadai, tanpa terpenuhinya suatu rukun maka akan mempengaruhi
hasil dan nilai rukun tersebut, seperti tidak sahnya akad. Menurut
Jjumhurulama terdapat empat unsur, yaitu:
1) Para pihak yang berakad, yakni orang yang menggadaikan
(rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin);
2) Shighat (ijab dan qabul)
3) Barang yang digadaikan atau jaminan (marhun).
4) Hutang (marhu bih). Dari empat unsur di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai)
Dalam rahin merupakan sebagai penjelmaan dari syarat seperti
nilai sahnya dalam gadai, dan itu juga termasuk pada kriteria
baligh (dewasa), berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang
yang akan dijadikan jaminan atau yang akan digadaikan.
Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank atau lembaga
yang dapat dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal
dengan jaminan barang (gadai). '
2) Rukun gadai akan sah apabila disertai ijab dan gabul sedangkan
adalah shighat “qdi atas perkataan yang menunjukkan kehendak

kedua belah pihak, seperti kata “saya gadaikan ini kepada

! Sulaiman Rasyid, Figih Islam, ..., 321.
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saudara untuk hutangku yang sekian kepada engkau”, yang
menerima gadai menjawab “saya terima marhun ini.
Shighat “gdi memerlukan tiga syarat:
a) Harus terang pengertiannya;
b) Harus berkesesuaian antara ijab dan qabul
c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang
bersangkutan.'?
3) Marhunbarang yang digadaikan)
Barang yang dijaadikan jaminan menurut Ulama fikih aitu
semua barang yang dapat diperjual belikan, maka barang
tersebut dapat dijadikan sebagai barang jaminan, selain itu
barang jaminan itu juga dapat diambil manfaatnya. Lebih jelas,
barang yang dijadikan jaminan harus milik sendiri atau barang
milik rahin bukan milik orang lain."
Adapun jenis-jenis barang jaminan yang bisa digadaikan di
pegadaian adalah:
a) Barang-barang elektronik: TV, kulkas, radio, tape,
recorder,, dan lain-lain;
b) Transportasi/kendaraan, seperti sepeda, motor, mobil;
¢) Barang-barang perhiasan: perak, mutiara, emas, intan, dll;

d) Perlengkapan rumah tangga: misalnya, set, sofa, tempat

tidur, lemari dan barang-barang pecahan lainnya;

2 Ibid, 268.
1 Ibid, 293.
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¢) Mesin: mesin ketik dan lain-lain;
f) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.'*

Menurut pendapat Syafi’iyah barang yang digadaikan itu
memiliki 3 syarat:
a) Bukan hutang, karena barang hutangnya itu tidak dapat

digadaikan;
b) Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang
digadaikan tidak terhalang;

¢) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa

pelunasan hutang gadai."
Berdasarkan uraian di atas para ulama fikih bersepakat bahwa
gadai dapat dinyatakan sah apabila barang jaminan sudah
dipegang atau dibawa oleh murtahin serta uang atas jaminan
itu telah diberikan kepada rahin. Apabila jaminan itu berupa
barang yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka
tidak harus rumah dan tanah yang diberikan kepada murtahin
akan tetapi cukup surat-surat atas jaminan tersebut yang
diberikan kepada murtahin .'®

4) Adanya hutang (marhun bih)

Marhun bih adalah hak yang diberikan kepada rahin. Ulama’

Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

4 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, ..., 294.
"> Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 335.
' Ismail Nawawi, Figih Muamalah Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.
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a) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan.
Menurut ulama’ selain Hanafiyah, marhun bih hendaklah
berupa hutang yang wajib diberikan kepada orang yang
menggadaikan barang, baik berupa wuang ataupun
berbentuk benda;

b) Marhun bih memungkinkan untuk dibayarkan. Jika marhun
bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab
menyalahi maksud dan tujuan disyari’atkannya rahn.

c) Hak atas marhun bih harus jelas, dengan demikian tidak
boleh memberikan dva marhun bih tanpa dijelaskan
hutang mana menjadi rahn.

Ulama’ Hanbali dan Syafi’iyah memberikan tiga syarat bagi
marhun bil

a) Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan;

b) Hutang harus lazim pada waktu akad;

¢) Hutang harus jelas dan diketahui oleh rahn dan murtahin."”

4. Pandangan Ulama’ Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai
Ulama’ fikih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan
jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama

sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan yang menyia-nyiakan

17 Rahmat Syafi’l, Figih Muamalah, ..., 163.
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harta.'"® dan para ulama mempunyai perbedaan mengenai pemanfaatan

barang gadai:

a. Pemanfaatan Gadai oleh rahin

1)

2)

3)

Mazhab Hanafiyah: dalam hal ini mengatakan barang gadai
yang lakukan oleh rafin. tidak boleh dimanfaatkan oleh
pemberi gadai (rahin) kecuali atas izin penerima gadai
(murtahin )." Apabila rahin mengambil manfaat dari barang
gadai tanpa izin dari murtahin , maka ia harus mengganti rugi
senilai dengan yang telah ia gunakan karena dianggap telah
menyalahi hak murtahin yang berhubungan dengan hutang.
Mazhab malikiyah: berpendapat bahwa rafin tidak memiliki
hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun
mendapatkan izin dari murtahin . Hal ini karena izin dari
murtahin  berarti pembatalan terhadap akad gadai. karena
manfaat barang gadai masih merupakan milik rahin. maka
berhak mewakilkan pemanfaatannya pada murtahin  agar
barang tersebut tidak sia-sia.*’

Mazhab  Syafi’iyah: berpendapat bahwa orang yang
menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai.
jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu

meminta izin, seperti mengendarai, menempati, dan lain-lain.

'8 Nasrun Harun, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 256.
1% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, ..., 141.

*» Wahhab Zuhaili, Figih Al-Islam Wa Adilatuhu, diterjemahkan oleh Ahmad Syahbari Salamon,

(Kuala Lmpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1996), 224.
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Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti
sawah dan kebun, orang yang menggadaikan harus meminta

izin kepada pemegang gadai (murtahin).*'

b. Pemanfaatan Barang Gadai oleh (murtahin)

1)

2)

3)

Mazhab hanafiyah: berpendapat barang itu ditahan oleh si
pemegang gadai sampai pemberi gadai dapat membayar
hutanya. Menurut ulama’ Hanafiyah orang yang menggadaikan
tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari
barang gadai dengan cara apapun. Pemberi gadai juga tidak
boleh melakukan suatu tidakan mengenainya, kecuali dengan
seizin orang yang memegang gadai, ia keluar dari status begitu
apabila hutang tidak dibayar. Pendapat ini disetuji oleh As-
Sandy.

Mazhab Malikiyah: berpendapat bahwa memperbolehkan
pemegang gadai (murtahin ) memanfaatkan barang gadai jika
diizinkan oleh yang menggadaikan atau diisyaratkan ketika
akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat
diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.*
Mazhab Syafi’iyah: berpendapat bahwa pengambilan manfaat
dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang
disebutkan di dalam kitab a/-Umm, beliau mengatakan,

“manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan,

! Rahmat Syafi’l, Figih Muamalah, ..., 172-173.

22 1bid.
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tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima
gadai”. yang dimaksuda bahwa hak mengambil manfaat dari
barang gadai itu adalah orang yang menggadaikan tersebut dan
bukan si pemegang gadai (murtahin).

4) Mazhab Hanabillah berpendapat jika barang gadai berupa
hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti
mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya,
meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan
barang. Adapun barang gadai selain hewan tidak boleh
dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan

23
barang.

5. Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya akad gadai dapat ditinjau dari beberapa hal di antaranya:

a.

Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang
telah terlewati, maka si Pengutang wajib untuk membayar hutangnya.
Namun sebaliknya, jika si Pengutang tidak membayar hutangnya,
maka hendaklah si pemegang gadai dapat menjualkan barang
gadainya atas seizin penerima hutang (rahin).

Jika terdapat klausul, murtahin berhak menjual barang gadai pada

waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.

2 1bid.
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c. Penjualan barang jaminan terhadap rahin yang tidak mampu melunasi
hutanya saat jatuh tempo para ulama’ sepakat bahwa penjualan
marhun (barang jaminan) ini bisa dilakukan dengan 2 cara berikut:

1) Jika rahin bersedia menjual barang jaminan itu sendiri dan
marhun (barang jaminan) berada pada rahin maka penjualannya
dilakukan oleh rahin sendiri. Akan tetapi, jika marhun telah
dikuasai atau ditahan oleh murtahin , maka sebelum menjual
barang jaminan tersebut rahin harus meminta izin kepada
murtahin untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan
tersebut.

2) Jika rahin tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo
dan dia tidak mau menjual barang jaminannya maka hakim
berhak atau bahkan diharuskan memaksa rahin untuk menjual
barang jaminannya sebagai pelunasan hutang.**

d. Diserahkan barang jaminan kepada pemiliknya, menurut jumhur
ulama’ selain Syafi’iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya
barang jaminan kepada pemiliknya (rahin). Oleh karena itu, gadai
merupakanjaminan terhadap hutang, apabila jaminan diserahkan
kepada rahin maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad

gadaimenjadi berakhir.

2 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. ...,
256.
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e. Hutang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam
cara, termasuk dengan cara Aiwalah (pemindahan hutang kepada
pihak lain)

f. Gadai telah di fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin , walaupun
tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak
rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.”

B. Dinamika Pembahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
1. Terbitnya Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah®
Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA

sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia

saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya
berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan
pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat,
infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama
muslim, dan ekonomi syari’ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini,
dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi: Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara oirang-orang yang beragama Islam di bidang:

2 Mardani, Figih Ekonomi Syariah, ..., 337.
* Abdul Manan, “Informasi Tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Mahkamah Agung RI”, Makalah, (Medan: Fakultas Syariah IAIN Sumetra Utara, 2007).
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a. Perkawinan;

b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Akad;
g. Infaq;

h. Shadaqgah; dan
i. Ekonomi syari’ah.

Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari’ah), yang dimaksud dengan
ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:*’

a. Bank syari’ah;

b. Lembaga keuangan mikro syari’ah;

c. Asuransi syari’ah;

d. Resuransi syari’ah;

e. Reksadana syari’ah;

f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
g. Sekuritas syari’ah;

h. Pembiayaan syari’ah;

i. Pegadaian syari’ah;

j.  Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan

7 Abdul Mughit, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Islam”, Jurnal
Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008, 143.
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k. Bisnis syari’ah.

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA
membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor:
KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof.
Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum. Tugas dari Tim tersebut secara
umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan,
menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang
mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar,
menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut
kepada Ketua MA RI.3

Langkah-langkah atau tahapan yang telah ditempuh oleh Tim
tersebut adalah:*®

a. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dalam bentuk seminar

ekonomi syari’ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23

April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni

2006. Pembicara dalam dua seminar tersebut adalah para pakar

ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas,

dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para
hakim dari lingkungan peradilan umum dan PA.

b. Mencari format yang ideal (united legal frame work) dalam bentuk
pertemuan dengan BI dalam rangka mencari masukan tentang segala

hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana

2 1bid, 144.
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pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah.
Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7
Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang
ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20
November 2006. Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar
ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah
(PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi
hukum.

c. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yang disesuaikan
dengan pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi
referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian
Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat
Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan
Lembaga Penyelesian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada
tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke
Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam
Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islam
abad Pakistan, Bank Islam Pakistan dan beberapa lembaga keuangan
shariah di Pakistan. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 25-27
Juni 2007.

Tahap pengolahan dan analisis bahan dan data-data yang sudah
terkumpul. Draft KHES yang disusun dalam tahap pertama sebanyak 1015

pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pembahasan
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dan diskusi tentang isi materi draft KHES tersebut. Untuk pembahasan
materi dan isi draft KHES tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan,
yaitu:

a. Diskusi pertama pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin
Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan
untuk penyempurnaan draft terutama dalam sistematika, metodologi,
dan beberapa materi yang belum masuk.

b. Pertemuan dengan para konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di
Hotel Pangihegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah
kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES
sudah memadai, tetapi dari segi subsatnasi perlu disempurnakan lagi,
terutama yang berthubungan dengan wanprestasi (cidera janji),
perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan overmach. Selain itu, hal-
hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena
menjadi kewenangan legislatif.

c. Finalisasi dalam satu bulan ke depan, sejak pertemuan di atas. Hasil
final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat
845 pasal dengan format lebih ramping tetapi tambah berisi.

2. Pemberlakuan Hukum Muammalat (KHES)
Sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin ketika terjadi gejolak
politik di tahun 19-an, pembaharuan hukum di Indonesia sulit terjadi,
terutama upaya melahirkan hukum-hukum Islam, seperti misalnya ketika

KHI disusun, mayoritas bangsa menolak aturan perundang-undangan
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demikian sebagaimana dengan isu pembentukan hukum Islam, kendati
demikian karena dibayang-bayangi dengan upaya perbelakuan syariat Islam
di Indonesia. Untuk corak pemikiran saat ini, kritik itu hampir tidak ada,
padahal perluasan wewenang PA ke dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES)
termasuk lebih luas wilayahnya dan lebih bersifat keduniawian.

Positifisasi atau pemberlakuan Undang-undang, secara pengertian
adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal
konstitusional.” Sebenarnya, peluang untuk positifisasi hukum Islam di
Indonesia sudah dijamin dalam pasal 2 Aturan Peralihan UUD ’45, pasal 29
ayat 2 UUD ’45, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang masih
mencantumkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang mengandung tujuh kata-
kata (kewajiban menjalankan syariat Islam) kontroversial itu ke dalam
Pembukaan UUD’45. Sebelum itu, positifisasi hukum Islam tersebut telah
dilakukan sebatas hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional,
yaitu dalam UU Agraria tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Hukum Perkawinan, kemudian meningkat menjadi hukum Islam sebagai
sumber hukum nasional dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi KHI, UU No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU Zakat, UU Haji, dan yang terakhir adalah
UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama (UUPA) yang memberi perluasan kompetensi

materiil bagi PA, termasuk dalam ekonomi syariah.

¥ A. Qadri, Eksistensialisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum
Umum, Cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 172-173.
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Positifisasi ini berangkat dari gejala institusionalisasi hukum
muamalat yang secara adat belum dipraktekkan oleh seluruh umat Islam.
Kalau melihat langsung di lapangan, justru masih banyak sekali praktek
ekonomi umat Islam yang semakin menyimpang dari hukum Islam dan
semakin mengkristal menjadi semacam kebiasaan. Kalau dalam konteks
usul al-figh, disebut dengan ’urf fasid. Bahkan LKS-LKS yang menjadi
barisan terdepan dalam penegakan hukum muamalat pun juga belum
sepenuhnya menerapkannya, masih ada penyimpangan di sana sini.*’

Terlepas dari pertentangan teori tersebut, tetapi norma hukum Islam
menghendaki pemberlakuan hukum oleh setiap pemeluknya. Masalah
bagaimana cara pemberlakuannya, hal itu kembali kepada metode
pendekatannya, karena metode inilah yang akan membedakan antara satu
ilmu dengan yang lainnya, meskipun obyeknya sama.’' Dalam kajian
hukum Barat terdapat teori ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat
maka di situ ada hukum. Menurut teori ini bahwa hukum itu tumbuh dan
berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membuat
hukum harus selalu mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya.’
Dalam hukum Islam dikenal teori *urf atau adat, sebagai salah satu metode
istinbat hukum. Dalam teori ini hukum dirumuskan dengan

mempertimbangkan adat istiadat masyarakat. Sehingga dalam kajian

3% Abdul Mughit, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Islam”,..., 147.

3! Syamsul Anwar, “Mazdhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Islam”
dalam Ainurrofiq (ed.), “Mazhab” Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer. Cet. 1,
(Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002), 152.

32 Zulfa Djoko Basuki, “Mazdhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum
Nasional Indonesia” dalam Lili Rasjidi dan B. Arie Sidharia (peny), Filsafat Hukum, Mazhab dan
Refleksinya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 30.
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istinbat hukum Islam dikenal kaidah, perubahan hukum itu (ditentukan)
oleh perubahan waktu, tempat, dan adat-istiadat.>> Lebih-lebih wilayah
muamalat itu berkaitan dalam masyarakat secara langsung yang sarat
dimensi sosiologisnya.

Oleh karena itu, akomodasi terhadap kenyataan sosiologis umat Islam
yang berkaitan dengan praktek hukum muamalat sangat diperlukan karena
hal itu akan berdampak pada efektifitas dan respon di masyarakat serta
prospek hukum ekonomi Islam itu sendiri. Dalam penyusunan KHES ini
karena sudah didesak oleh kebutuhan, tetapi positifnya telah melibatkan
banyak pihak seperti, para ulama (kiai), pesantren, akademisi fakultas
syari’ah beberapa IAIN ternama di Indonesia, dan praktisi. Sehingga perlu
diakui bahwa KHES adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah
pemikiran hukum Islam di Indonesia.>*

3. KHES Sebagai Figih Ke-Indonesia-an
Kata Figh berasal dari kata fagaha-yafqahu-fighan. Pengertian
secara etimologi adalah ,paham yang mendalam®. Imam al-Tirmidzi, yang
dikutip Muhammad Igbal, mengatakan ,figh tentang sesuatu® berarti
mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.”” Kata ,fagaha“
diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya

digunakan untuk pengertian ,kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat

3 Tbn al-Qayyim al-Jauziyyah. 1973. I‘lam al-Muwagqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin. Beirut: Dar al-
Jail. III: 14. Bandingkan dengan Nasrun Rusli. 1420/1999. Konsep Ijtihad asy-Syaukani,
Relevansinya bagi Perubahan Hukum Islam di Indonesia. Ciputat: PT. Logos Wacana IImu. hlm.
101.

3* Abdul Mughit, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Islam”,..., 149.

** Muhammad Iqbal, Figih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana
Prenada Media, 2014), 2.
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darinya“. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i), figh

merupakan ,ilmu® tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Sedang

menurut istilah adalah ,mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat
amaliah, yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci.*®
Secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi figh ini adalah:

a) Ilmu tentang hukum syara’;

b) Hukum Syara’ tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang
bersifat praktis dan konkret, sehingga perbuatan abstrak tidak
termasuk dalam wilayah ini;>’

c) Pengetahuan itu diperoleh dengan cara ijtihad atau istidlal, yaitu
mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai
kesimpulan hukum yang diderivatkan dari sumber pokoknya;

d) Bahwa sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut
cabangnya masing-masing, baik yang bersifat qat’i maupun zanni.

Dari varian term figh di atas, maka KHES dapat dikategorikan
sebagai produk pemikiran figh karena mencakup empat unsur di atas,
yaitu berisi tentang hukum Islam (Syari’at); hukum tersebut tentang
perbuatan mukallaf yang bersifat konkret; bahwa hukum tersebut digali
dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal; dan hukum praktis itu
digali dari sumbersumbernya, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, [jma’ dan rasio

(ra’y). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa secara umum figh itu bersifat

36 11

Ibid, 3.
37 Muhammad Hasan Qasim. A/-Mujaz Fi ‘Aqd al-Bal. (Iskandariyyah: Dar al-Jami‘ah al-Jadidah,
1996), 59-62.
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zanni (relatif) ketika masih dalam tingkatan produk pemikiran, sehingga
tidak mengikat setiap muslim. Tetapi, ketika figh itu naik menjadi qanun
atau hukum positif atau menjadi rujukan dalam keputusan hakim di
pengadilan maka otomatis mengikat setiap umat Islam atau para pihak.
KHES merupakan bentuk dari peng-qanun-an terhadap figh.
4. Sumber-Sumber KHES
Yang dimaksud sumber-sumber hukum di sini adalah sumber hukum
Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan
KHES. Sebagaimana dimaklumi, bahwa sumber hukum Islam itu dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu: (1) sumber-sumber hukum yang disepakati
(masadir al-ahkam al-muttafaq ’alaiha) atau sering disebut sumber-sumber
utama, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, [jma’, dan Qiyas; dan (2) sumber-sumber
hukum yang diperselisihkan (masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha), yaitu
Istihsan, Istislah (al-Maslahah al-Mursalah), Zara’i’, *Urf, Istishab, Mazhab
Sahabi, Syar’un Man Qablana, dan Dalalah al-Igtiran. Dalam penyusunan
KHES, nampak sekali telah merujuk ke banyak sumber, di samping
sumber-sumber pokok juga sumber-sumber pendukung. Perujukan kepada
Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas dapat dilihat secara general dari
ketentuan-ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam, dIl.
sudah cukup menunjukkan kepadanya. Adapun perujukan terhadap sumber-
sumber yang diperselisihkan, dapat dilihat dari kasus perkasus. Dalam
penggunaan dalil istihsan dapat dilihat dari kebolehan jual beli pesanan

(bai’ as-salam) dan istisna’, meskipun hal itu pernah dipraktekkan pada
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masa sahabat. Dalil maslahat atau istislah, ’urf juga sudah banyak
mewarnai dalam pasal-pasal KHES.

Pada dasarnya, KHES mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam
yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber
skunder. Artinya dalam perspektif figh mazhabi, KHES telah
mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai mtode istidlal yang
berbeda-beda. Meskipun dalam wilayah ibadah mayorits umat Islam

nusantara, bahkan Asia Tenggara menganut mazhab Syafi’i’®

tetapi dalam
urusan muamalat cenderung berwarna eklektik. Kalau disadari banyak
sekali praktek muamalat oleh umat Islam Indonesia ini yang mengacu
kepada mazhab atau dalil yang lebih longgar, seperti mazhab Hanafi,
Maliki dan ulama Hanabilah (bukan Imam Ahmad-nya), meskipun dalam
urusan ibadah mengikuti misalnya mazhab Syafi’i yang cenderung “rigit”
dan terkenal metode ihtiyat-nya. Sehingga penyusunan KHES dapat
disebut sebagai media refleksi figh mazhabi dan metodologi hukum Islam
untuk konteks ke-Indonesia-an. Secara metodologis (usuli), talfiq (eklektik)
dalam istidlal atau dalam mazhab figh itu dibenarkan jika dalam konteks
memilih dalil (istidlal) yang lebih kuat. Yang tidak boleh adalah jika talfiq

itu dilakukan dengan alasan mencari format hukum yang paling mudah dan

sesuai dengan kepentingannya.®

¥ Isnawati Rais. “Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim (Suatu Studi tentang Pengembangan
Hukum Islam di Indonesia)”. (Jakarta--Disertasi Doktor PPS IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), 5.
3% Abdul Mughit. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ..., 154.
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A. Gambaran Umum Geografis Desa Larangan Glintong Klampis
1. Letak Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan

Larangan Glintong ialah sebuah desa yang berada di Kecamatan
Klampis. Kecamatan Klampis termasuk dari salah satu dari 5 wilayah
pembantu bupati kepala daerah tingkat 1l di Kecamatan Arosbaya dan
Kecamatan Geger. Kecamatan Klampis termasuk salah satu Kecamatan
dari Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara  : Laut Jawa
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Geger dan Kecamatan Arosbaya.
c. Sebelah Barat : Laut Jawa
d. Sebelah Timur : Kecamatan Sepulu.

Adapun letak wilayah Kecamatan Klampis yaitu antara : 112° 47
sampai dengan 113° BT, dan menempati luas wilayah Kecamatan 67.01
km? dengan tinggi permukaan tanah 4m dari permukaan air laut.
Kecamatan Klampis merupakan salah satu Kecamatan dari 18 (delapan
belas) Kecamatan se wilayah Bangkalan. Wilayah Kecamatan Klampis
terdiri dari 22 (dua puluh dua) desa yang salah satu diantaranya adalah

desa Larangan Glintong.
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2. Kondisi Demografi Desa Larangan Glintong

Desa Larangan Glintong seperti apa yang tadi sudah dipaparkan
bahwa desa ini termasuk dari salah satu desa yang berada di wilayah
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Desa
Larangan Glintong memiliki luas wilayah 5,9 km yang terbagi atas 5
dusun yaitu Glintong Dajah, Batu Tempah, Lantong, Budaghan, dan
Masaran. Desa Larangan Glintong memiliki batas-batas wilayah dengan
beberapa desa yang lainnya, sebagai berikut :

a. Sebelah Utara  : Laut Jawa
b. Sebelah Selatan : Desa Panyaksaghan
c. Sebelah Barat  : Desa Larangtan Sorjan

d. Sebelah Timur : Maneron®

3. Keadaan Penduduk Sosial Ekonomi

Menurut data demografi desa Larangan Glintong Kecamatan
Klampis Kabupaten Bangkalan mempunyai jumlah penduduk sebanyak
2504 jiwa dengan rincian sebagai berikut: laki-laki sebanyak 1237 jiwa;
perempuan sebanyak 1267 jiwa; usia 0-15 sebanyak 541 jiwa; usia 15-65
sebanyak 1863 jiwa; sedangkan usia > 65 sebanyak 100 jiwa.?

Dengan kondisi jumlah penduduk yang telah dipaparkan diatas
apabila dilihat tingkat kepadatan penduduknya bisa disimpulkan bahwa

desa Larangan Glintong termasuk dalam kategori normal dengan luas

" Data desa larangan Glintong. Balai desa Larangan glintong pada tanggal 07 April 2021.

2 Ibid.
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wilayah 5,9 km dengan total jumlah penduduk di desa tersebut sebanyak
2054 jiwa.

Adapun mata pencaharian masyarakat desa Larangan Glintong
70% bermata pencaharian di bidang pertanian, 20% bermata pencaharian
sebagai pedagang, dan 10% di bidang lainnya. dengan adanya rincian
persentase dari segi pencaharian masyarakat Klampis bisa disimpulkan
bahwa taraf kehidupan mereka 25% tergolong kaya, 25% tergolong
sedang, dan 50% tergolong miskin. Hal ini sesuai dengan data luas tanah
bengkok (Ha) menurut desa/kelurahan di Kecamatan Klampis tahun 2020,
dimana terdapat 22 desa/kelurahan dengan jumlah sawah seluas 87,3 Ha

dan tegal seluas 37,9 Ha.?

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan
sangat berperan bagi kehidupan para regenerasi penerus bangsa untuk
terciptanya bangsa yang berpendidikan dan berkemajuan. Semua warga
negara indonesia ber hak akan pendidikan yang layak di dapatkan oleh
mereka. Maka dari itu, pemerintah desa Larangan Glintong dari tahun ke
tahun bersama-sama memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan
yang ada.

Di desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten
Bangkalan ini ada beberapa instansi pendidikan, dengan adanya beberapa

instansi pendidikan ini tidak lain bertujuan untuk menerapkan aturan

3 Ibid



61

pemerintah wajib berlajar 12 tahun dalam upaya untuk meningkatkan
kualitas SDA (sumber daya manusia) agar bisa memperluas pengetahuan
dan dapat bersaing secara global. Maka dari itu peneliti melakukan
pendataan secara rinci dan jelas sesuai dengan data BPS Kabupaten
Bangkalan. Jumlah sekolah dibawah kementerian pendidikan dan
kebudayaan menurut Kecamatan Klampis ialah sebagai berikut: Paud (2
sekolah); TK (2 sekolah); SDN (3 sekolah); MI (2 sekolah); SMPN (1
sekolah); MTS (1 sekolah); SMA (1 sekolah); dan MA (1 sekolah). *

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa instansi pendidikan
masyarakat desa Larangan Glintong mempunyai sarana pendidikan yang
cukup mumpuni guna menciptakan pemuda pemudi yang melek
intelektual dan memperluas pengetahuannya serta bisa ahlakul karimah.
Instansi pendidikan yang ada di desa Larangan Glintong ini sudah jelas
tidak mempunyai lembaga pendidikan pondok pesantren dan sekolah
tinggi. Maka dari itu sebagian warga yang ingin memperdalam
pengetahuan perihal keagamaan biasanya para orang tua mengantarkan
putra putrinya ke pondok pesantren diluar kecamatan bahkan hingga ke
kota Bangkalan sendiri. Begitu pun bagi yang ingin melanjutkan ke
sekolah tinggi mereka terpaksa meninggalkan desanya dan lebih memilih

merantau ke kota demi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi.

* Ibid
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5. Agama

Masyarakat Desa Larangan Glintong Kec. Klampis Kabupaten
Bangkalan mayoritas pemeluk agam Islam, Mereka bisa dikatakan sangat
antusias dalam hal peribadatan, bisa dibuktikan dengan adanya masjid-
masjid dan mushola umum yang Kkini telah tersebar di berbagai dusun-
dusun desa Larangan Glintong.

6. Kondisi Sosial

Kondisi sosial desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis
Kabupaten Bangkalan terlihat masih sangat kental dengan adat dan
tradisinya. Masyarakat desa Larangan Glintong masih tetap berpegang
teguh pada nila-nilai luhur yang ada yang telah diajarkan nenek moyang
dari generasi ke generasi selanjutnya. Setiap ada acara pribadi atau umum
seperti halnya acara pra pernikahan ataupun pas acara H — pernikahan
yang bisa dibilang acara pribadi. namun hal ini tidak membatasi
masyarakat Larangan Glintong untuk saling bantu membantu gotong
royong untuk menyukseskan acara tersebut, mereka datang dengan
sukarela dan sikap penuh ikhlas tanpa di suruh atau diminta tolong oleh
satu sama lain dan seperti ituah sikap antusias masyarakat satu sama lain
dan salutnya masih berkelanjutan hingga saat ini.

Tidak hanya acara pernikahan, acara yang lainnya seperti halnya
walimah, haul salah satu keluarga yang meninggal, dan ataupun acara

umum yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah desa atau yang
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lainnya. Dalam hal ini tidak memandang suatu kalangan, mulai dari
remaja hingga bapak-bapak/ibu-ibu pun juga ikut serta.

Dalam perihal gotong royong saling bantu tidak hanya ketika ada
suatu acara, melainkan ketika salah satu dari mereka yang kebetulan
tertimpa suatu musibah pun mereka tetap antusis saling bantu membantu
satu sama lain, maka dari itu soal kedekatan emosional antara warga desa
sudah tidak diragukan lagi.

Keantusiasan masyarakat desa Glintong di bidang ritual keagamaan
masih terlihat, sebuah adat tradisi masyarakat disana masih berjalan
dengan baik dan konsistensi para warga pun tidak diragukan lagi dalam
menjaga dan melestarikan budaya yang telah ada di desanya. Ada sebuah
tradisi ritual keagamaan di desa Glintong yang biasa dikenal dengan
sebutan “yasinan” yang terlaksana setiap minggu 1 kali. Pada kegiatan ini
di desa Glintong terbagi 2 kelompok yakni perempuan dan laki-laki,
untuk waktu pelaksanaan pun berbeda, untuk laki-laki (lake’an)
dilaksanakan setiap jumat malam sedangkan untuk yang perempuan
(Bine’an) dilaksanakan setiap kamis malam. Kegiatan ini dikenakan biaya
iuran se ikhlasnya setiap kali pertemuan, namun biasanya bagi kelompok
perempuan (Bine’an) membayar iuran Rp. 10.000 setiap orangnya,
sedangkan bagi kelompok laki-laki (lake’an) pun seikhlasnya namun

mereka biasanya rata-rata membayar Rp. 5.000. per orang. Untuk perihal



64

tempat tiap kali pertemuan berpindah pindah dari kediaman anggota satu
ke kediaman anggota lainnya. °

Dari uang terkumpulnya iuran dari para anggota “yasinan” baik
kelompok laki-laki (Lake’an) ataupun perempuan (Bine’an) akan
dikasihkan ke tuan rumah untuk pertemuan selanjutnya yang akan
digunakan sebagai biaya konsumsi di setiap kali pertemuannya. Namun
apabila ada sisa dari uang iuran anggota tersebut maka akan dimasukkan
ke kas “yasinan”.

Adapun aktifitas ritual keagamaan tradisi masyarakat desa Glintong
rutinan bulanan, masyarakat desa biasa menyebutnya kegiatan ini dengan
sebutan “Rebbe”. Gambaran sedikit tentang tradisi bulanan “rebbe” ini
ialah tidak lain se istilah dengan selamatan setiap mengawali awal bulan
hijriyah dengan mengantarkan makanan kepada tetangga sekitar.
Makanan yang dibagi-bagikan kepada tetangga sekitar merupakan jenis
makanan khas warga Kecamatan Klampis, biasanya berupa jenis bubur
dan nasi tumpeng. Masyarakat desa Glintong menetapkan penetapan
kegiatan “rebbe” ini dengan berpatokan pada kalender hijiriyah, namun
hanya ada 3 bulan hijriyah yang di peringati dengan tradisi rebbe ini,
yakni setiap awal Muharrom, safar dan Sya’ban. Untuk bulan muharrom
di peringati dengan “Tajin peddis”, bulan safar “Tajin manes”, dan bulan
Sya’ban di peringati dengan “Lasor” (Tumpengan). Bagi setiap warga

Kegiatan ini sifatnya Tidak wajib, dan tidak mengikat. Karna ketika

> Bpk. Muzammil, Wawancara, Desa Larangan Glintong, 06 April 2021.
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bicara perihal perekonomian setiap warga ber-beda beda, maka dari itu
kegiatan ini hanya dilaksanakan bagi warga yang sekiranya dikategorikan
mampu. Dan kegiatan ini masih senantiasa terlestarikan oleh masyarakat
desa Glintong pada khususnya, dan masyarakat Kecamatan Klampis pada
umumnya,

Gambaran sosial masyarakat bertujuan untuk memberikan sekilas
gambaran tentang dinamika kehidupan masyarakat Klampis Kabupaten
Bangkalan. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan tentang kondisi
jumlah warga (kependudukan), keagamaan, serta pendidikan masyarakat
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Mayoritas penduduk desa Larangan Glintong bekerja sebagai
seorang petani dan buruh tani. Berdasarkan pemaparan sekretaris desa,
saat ini 80% penduduk desa Larangan Glintong bermata pencaharian
sebagai petani. Kondisi tanah yang subur ketika musim hujan masyarakat
menanami ladangnya dengan tanaman padi. Masyarakat banyak yang
membuat tempat untuk menampung air seperti kolam yang digunakan
untuk mengairi sawah ketika musim kemarau tiba. Ketika musim kemarau

banyak yang menanam jagung karena tidak memerlukan banyak perairan.

B. Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah Masyarakat Desa Larangan Glintong
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
Gadai atau rah}n merupakan transaksi tukar menukar barang yang

disertakan barang jaminan bagi peminjam kepada yang meminjamkan, hal
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ini terjadi di masyarakat desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan.
Transaksi Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan atau keperluan
masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang saling melengkapi antara
masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya gadai tersebut
di dalam kehidupan masyarakat, bisa membantu kebutuhan masyarakat
yang belum bisa terpenuhi.

Di dalam proses gadai ini penggadai dan penerima gadai wajib
melakukan akad terlebih dahulu. Karena tanpa adanya suatu akad
penggadaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Akad di dalam penggadaian ialah rukun yang pertama
yang harus dilakukan sebelum penggadaian. Selain akad tersebut syarat-
syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh penggadai dan penerima
gadai sebelum melakukan penggadaian.

Adanya penggadaian ini dilakukan antara penggadai dan
penerima gadai yang sudah melakukan kesepakatan di awal, dimana
penggadai memberikan harga barang miliknya misalnya seharga
Rp.3.000,000.- maka pihak penerima gadai akan memberikan uang yang
telah ditentukan oleh penggadai. Dengan adanya penggadaian ini
penggadai dan penerima gadai sama-sama mendapat keuntungan, dimana
keuntungan tersebut penggadai menerima uang dan penerima gadai
menerima barang yang sudah digadaikan oleh penggadai.

Beberapa hal akan disajikan pemaparan yang lebih jelas oleh

penulis dalam pembahasan berikut ini:
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1. Latar Belakang Gadai atau rah}n di Desa Larangan Glintong Klampis
Bangkalan.

Praktik gadai sawah ini berawal dari kemauan pemilik lahan
yang tengah mengalami krisis ekonomi dan tengah butuh bantuan dana
dalam waktu yang kepepet, pemilik lahan terbesit di pikirannya lebih
memilih lahannya untuk digadaikan kepada orang lain demi untuk
memenuhi kebutuhan yang tengah dibutuhkannya. Pemilik lahan pun
langsung mendatangi salah satu kediaman warga lebih tepatnya tetangga
sendiri untuk menawarkan penggadaian sawah yang dimilikinya, dengan
melakukan kesepakatan secara langsung dengan lisan tanpa hitam diatas
putih ataupun materai yang mengikat. Pemilik sawah pun membicarakan
beberapa kesepakatan yaitu terkait jangka waktu gadai dan nominal
hutang yang akan dipinjam, namun hanya ada dua kesepakatan yang
telah di sepakati oleh kedua belah pihak dan terjadilah akad gadai yang
sah sesuai syarat dan rukun gadai menurut syariah. Berikut data identitas
kedua belah pihak dari penerima hutang dan pemberi hutang. yaitu :

a. Pihak Pertama (Pemilik Sawah)
Nama : Monir
Jenis kelamin - Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 19 Agustus 1947
Alamat : Dusun Glintong Dajah, Desa Larangan
Glintong, Kecamatan Klampis, Kabupaten

Bangkalan.
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Pekerjaan : Petani
b. Pihak Kedua (Pemberi Hutang)

Nama : Makmor

Jenis Kelamin - Laki-Laki

Tempat/Tanggal lahir : Bangkalan, 01 Juli 1947

Alamat : Dusun Glintong Dajah, Desa Larangan

Glintong, Klampis, Bangkalan

Pekerjaan . Petani

Deskripsi Objek
Jenis lahan yang digadaikan berupa sawah dengan ukuran

panjang 24 m®, lebar: 12 m®, dan luas = 288 m®. Lahan sawah seluas
kurang lebih 288 m® yang dimiliki oleh Pak Monir salah satu warga
Kmp. Glintong Dajah, Desa Larangan Glintong, Klampis Bangkalan ini
ditanami tanaman berbagai jenis sesuai dengan musim, antara lain jenis
tanaman yang ditanami adalah jagung, padi, dan kacang tanah. Pada
umumnya di desa Larangan Glintong ini para warga mayoritas yang
mempunyai lahan sawah tidak hanya menanami jenis tamanan yang
ditanam oleh Pak Monir. Selain Jagung padi dan kacang tanah, ada pula
jenis tanaman yang lainnya. Dalam hal menanam tanaman masyarakat
Larangan Glintong juga banyak memanfaatkan ladang untuk menanam

jenis tanaman kacang hijau, kacang panjang, dan berbagai jenis ubi.
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Namun bagi yang punya lahan sawah mereka menanamnya di lahan
sawah yang mereka miliki.°

Masyarakat Glintong pada umumnya tanman jenis padi ditanami
hanya sekali per tahun dengan setiap 4 bulan panen, sembari menunggu
musim masyarakat Larangan Glintong melakukan tumpang sari dengan
menanami kacang tanah dan jagung pasca panen padi selama 8 bulan
dalam hitungan 2 kali panen. Tapi tidak menutut kemungkinan, ada
kalanya jadwal penanaman akan berubah sewaktu-waktu tergantung
kondisi cuaca yang ada pada saat itu, seperti contoh pada tahun ini
tepatnya tahun 2021 dengan cuaca pancaroba. Pada saat itu juga pasca
panen padi pada pertengahan maret dan ternyata musim hujan pun
datang lagi, maka masyarakat langsung menanam padi lagi selama 4
bulan kedepan. Jadi untuk tahun 2021 ini masyarakat desa Larangan
Glintong panen padi sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 8 bulan di
tahun ini, dan pasca itu sisa 4 bulannya akan ditanami kacang tanah
sebagai tumpang sari lahan sawah.

Ketika mulai terjadi musim hujan masyarakat Glintong pun
mulai melaksanakan penanaman padi dilakukan dengan mengawali
menanam bibit padi selama 40 hari, dalam kurun waktu selama 40 hari
tumbuhan padi akan tumbuh kurang lebih sekitar 15 cm. dalam
hitungan 4 bulan ke depan setelah proses penanaman padi dilakukannya

penjemuran jerami-jerami sampai kering yang memakan waktu kira-

6 Bpk. Monir, Wawancara, Desa Larangan Glintong, 07 April 2021.
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kira kurang lebih selama 3-5 hari proses penjemuran, jerami- jerami
yang sudah kering pun disimpan dibuat cadangan pakan untuk sapi
ketika musim kemarau datang, karna pada saat musim kemarau
biasanya warga sulit mencari rumput buat makan sapi, maka dari itu
jerami kering pun menjadi solusi. Lahan sawah pun kosong tanpa
tanaman pasca panen, maka dilakukan pembajakan sawah terlebih
dahulu sebelum melakukan proses penanaman Kacang tanah dan
jagung, setelah itu dilakukannya penamanan kacang tanah dan jagung
pada satu lahan sawah tersebut dengan persentase banyaknya tanaman
80% kacang tanah dan 20% jagung. Kacang tanah dan jagung
dilakukannya penanaman secara bersamaan, namun biasanya masa
panen lebih dulu jagung dengan alokasi waktu sekitar 2-3 minggu.
Setelah itu baru dilakukannya panen kacang.’
C. Mekanisme Praktik Gadai Sawah Di Desa Larangan Glintong
Di desa Larangan Glintong terjadinya akad gadai yang dilakukan
oleh masyarakatnya biasanya cenderung menggunakan objek gadai berupa
sawah, pada transaksi gadai ini merupakan tradisi turun temurun dari leluhur.
Terjadinya transaksi gadai yang ada di desa Larangan Glintong rata-rata
disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga tidak ada jalan
lain sehingga pihak pemilik sawah pun menjaminkan sawahnya kepada

pemberi hutang.

7 Bpk. Siroj Nawawi, Wawancara, Desa Larangan Glintong, 07 April 2021.
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Transaksi gadai ini diawali dengan perjanjian hutang piutang. Pada
kali ini Pak Monir (penerima hutang) lagi membutuhkan uang dan seketika
itu juga menemui Pak Makmor (pemberi hutang) di kediaman Pak Makmor.
Pak Monir memilih Pak Makmor untuk menjaminkan sawahnya dan
melakukan hutang piutang dengannya, mungkin karena Pak Makmor
merupakan salah satu keluarga yang cukup mampu dan bisa di percayakan
atas jaminan sawah yang dimiliki Pak Monir. Pak Makmor adalah salah satu
warga satu dusun dengan Pak Monir, kebetulan mereka rumahnya berdekatan
sehingga saling bisa menaruh kepercayaan penuh atas kedua belah pihak
tersebut. Perjanjian kedua belah pihak tersebut dilakukan secara lisan dan
tatap muka langsung juga perjanjian ini tidak tertulis namun untuk nominal
dan jangka waktu mereka kedua belah pihak saling sepakat, tidak ada saksi
dalam akad ini, mereka melakukan kesepakatan atas dasar kepercayaan dan
asas persaudaraan antara kedua belah pihak.

Lebih jelasnya kedua belah pihak merupakan tetangga kemudian
melakukan transaksi gadai sawah. Pak Makmor selaku pemberi hutang
meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- dalam jangka waktu 3 tahun
yang dimulai sejak 2019 dan 2022 akad itu harus berakhir dikarenakan sudah
jatuh tempo sesuai dalam kesepakatan berdua. Biaya perawatan ditanggung
pemberi hutang, dan hasilnya pun 100% dimanfaatkan oleh pemberi gadai
hutang, pemilik sawah (penerima hutang) tidak bisa menikmati 1% pun hasil

dari pengelolaan sawah tersebut.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan

Praktik gadai di desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis
Bangkalan, merupakan hal yang sangat lazim dilakukan oleh masyarakat
disana, mungkin setiap manusia juga melakukan demikian, karena tidaklah
mungkin apabila setiap manusia terlepas dari beban hutang atau praktik
gadai tersebut. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa
Larangan ini ialah sebuah sawah yang digadaikan sebagai bentuk jaminan si
pemberi gadai kepada penerima gadai.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Larangan
glintong ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut, sehingga
dalam kebiasaannya terkadang terjadi ketidaksinambungan terhadap
kesepakatannya yang telah dibangun sebelum-sebelumnya, sehingga potensi
hal demikian akan ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

Lebih jelas, praktik gadai ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat
Larangan glintong, sehingga timbul berbagai macam dampak dari awal
perjanjiannya yang mana dalam praktiknya memanfaatkan barang jaminan
gadai. Dalam praktik gadai tersebut, pemberi gadai dan penerima gadai
harusnya melakukan kesepakatan atau perjanjian gadai (akad gadai) dan
harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh keduanya, apabila
dari pemberi dan penerima sudah berakad atau melakukan kesepakatan

maka secara otomatis ada perjanjian antara keduanya pemberi gadai dan
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penerima gadai. Atas dasar itu, kedua belah pihak akan saling menghargai
atas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua pihak yang bergadai
dengan prinsip saling tolong menolong. Tentu dalam ikatan perjanjian
tersebut terdapat beberapa aturan yang mengatur bagaimana cara bergadai
dengan baik, yang mana dalam perbuatan gadai ada yang diperbolehkan
maupun ada yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dari kedua belah
pihak pemberi dan penerima harus mematuhi aturan-aturan yang sudah
disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian gadai.

Ketika sudah sepakat atas ketentuan-ketentuan dari kedua belah
pihak, maka jaminan atau barang yang dimiliki oleh pemberi harus
diserahkan kepada penerima sebagai pemberi hutang pada sang pemberi
barang. Namun Kketentuan barang jaminan yang akan dipindah alihkan
haruslah bernilai ekonomis ataupun memiliki harga jual, sehingga penerima
gadai dapat percaya bahwa barang tersebut bisa bernilai ekonomis atau
sebanding dengan timbal balik bagi penerima barang yang akan memberikan
pinjaman.

Proses gadai pada umumnya dilakukan oleh masyarakat hanya untuk
kebutuhan pada pribadi maupun keluarga. Salah satunya masyarakat desa
Larangan yang ingin melakukan penggadaian suatu barang kepada pihak
lain. Pemberi gadai tersebut mendatangi orang yang mau menerima
gadainya, dan apabila orang tersebut dapat menerima gadai tersebut, dengan

itu kedua belah pihak akan membuat perjanjian gadai. Metode pembayaran

" Bpk. Siroj nawawi, wawancara, Desa Larangan Glintong, 07 April 2021.
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yang dilakukan masyarakat desa Larangan Glintong pihak peminjam akan
melunasi hutangnya dan kembali mengambil haknya atas penguasaan penuh
barang jaminan tersebut seperti awal sebelum terjadinya transaksi gadai.
Dan jika peminjam belum mampu melunasi hutangnya dalam tenggang
waktu yang ditentukan oleh kedua pihak maka pihak pemberi hutang akan
memanfaatkan objek gadai sampai pihak peminjam mampu melunasi hutang
nya. Inilah termasuk salah satu bentuk toleran masyarakat adat desa, pihak
pemberi hutang tidak mempunyai hak kepemilikan penuh atau mengeklaim
objek gadai itu miliknya meskipun pada waktu jatuh tempo pihak peminjam
belum mampu melunasi hutangnya. Namun apabila pihak peminjam benar-
benar tidak mampu melunasinya biasanya masyarakat desa pada umumnya
peminjam akan menjual barang jaminan tersebut kepada pihak pemberi
hutang dengan harga jual yang ditentukan pemilik barang (pemberi gadai).
Pemanfaatan barang gadai yang pada umumnya dilakukan oleh
masyarakat desa larangan Glintong kecamatan Klampis kabupaten
Bangkalan ini terjadi ketika barang gadai sudah pindah tangan dari pemilik
barang kepada pemberi hutang. Pemanfaatan barang gadai yang dimaksud
disini dengan memanfaatkan objek gadai yang berupa sawah yang nantinya
akan dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak penerima gadai (pemberi
hutang) walaupun tanpa izin atau melakukan kesepakatan terlebih dahulu
atas pemanfaatan barang gadai. Karna pada umumnya yang terjadi di desa
larangan Glintong sudah menjadi kebiasaan maka dari itu hal tersebut

menjadi hal yang sangat lazim dilakukan pada saat melakukan transaksi
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gadai. Namun masyarakat desa larangan Glintong dalam hal pemanfaatan
barang gadai ini tidak menganggap sesuatu yang mengandung riba atau
mengambil keuntungan dari objek gadai yang dikelola. Akan tetapi,
masyarakat menganggap hal ini merupakan sebuah timbal balik bagi kedua
belah pihak. Oleh karna itu, pemanfaatan barang gadai sudah biasa dan
merupakan suatu hal yang lazim yang tengah dilakukan oleh masyarakat
desa Larangan Glintong kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Larangan Glintong sesuai dengan
judul yang saya angkat, maka disini saya menguraikan beberapa masalah
terkait sistem praktik gadai yang dilakukan oleh warga di Desa Larangan
Glintong ini. Pada penelitian kali ini Terjadi sebuah akad gadai yang
dilakukan oleh kedua belah pihak di desa larangan glintong kec. Klampis,
kab. Bangkalan. Dalam jangka waktu 3 tahun dengan hutang sebesar 50jt.
Dalam akad gadai tersebut adapun pemberi hutang yang memegang sawah
tersebut dan memanfaatkannya dengan cara mengelola sawah tersebut. Dan
hasil dari pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya milik pemberi hutang,
pada akhirnya pihak penerima hutang pun merasa rugi karna tidak
mendapatkan hasil 1 % pun dari hasil sawah yang kelola pihak penerima
gadai. Tidak ada kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai tersebut
yang mMmenjadikan sebuah masalah. Dalam praktik gadai seperti salah satu
studi kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan (“Urf) di Desa Larangan

Glintong ini.
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Kebiasaan praktik gadai yang seperti dilakukan oleh masyarakat desa
Larangan Glintong kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan ini telah
memenuhi ketentuan dari beberara syarat-syarat dan rukun yang telah
ditetapkan dalam hukum.islam yang telah disebutkan pada pembahasan bab
2 diatas yakni, Adanya pihak yang bertransaksi (penerima gadai dan
pemberi gadai).

a. Adanya ijab gabul antara kedua belah pihak.

b. Objek yang digunakan memiliki nilai tukar dan nilai jual

pengganti barang.

B. Analisis Hukum Islam dan KHES Terhadap Praktik Gadai sawah
di Desa Larangan Glintong, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan

1. Analisis Hukum Islam

Praktik Gadai di Desa Larangan Glintong Kec. Klampis Kab.
Bangkalan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Larangan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Praktik gadai
lumrahnya dipahami sebagai pinjam meminjam atas sebuah barang yang
diberikan sebagai jaminan yang kemudian ditukar dengan uang dalam
bentuk timbal balik atas penyerahan jaminan barang oleh sang pemberi.
Objek barang jaminan yang dimiliki oleh masyakarakat larangan yaitu
sawah sebagai transaksi jaminan hutangnya dan dominan masyarakat
larangan bekerja sebagai petani sawah.

Kegiatan gadai sebagaimana dilakukan oleh kedua belah pihak

bahwa dilakukannya dengan perjanjian guna dapat mengisyaratkan
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ketentuan-ketentuan dalam proses gadai pada umumnya. Pihak yang
bertransaksi muammalah gadai (rahn) akan memenuhi rukun dan syarat-
syarat sebagai penentu sah atau tidaknya transaksi tersebut.

Dari hasil penelitian penulis dalam praktik gadai sawah yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan diketahui bahwa rukun dan
syarat-syaratnya mendekati kebenaran menurut hukum Islam, walaupun
terkadang sebagian masyarakat yang melakukan gadai sawah tersebut
ada sedikit kesamaran pada akadnya.

Dalam hukum Islam, Gadai (rahn) adalah salah satu jenis akad
yang hukumnya jaiz (diperbolehkan), sebagaimana di Surat al-Baqarah

ayat 283:
Lg.\.r\‘ d}fl_e\..mvgqm.»w\ ubgw JAJ,% Lu\f\j.k!— bjbﬂdbvmfdjﬁ
O3kaxs G By 520 2 B8 G5 23 SILE 1,055 Y5 L AT S5 4l 47

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-
Baqarah : 283).

Dan hadist dari Aisyah r.a:
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(VA oly) s G 1555 g5 s

“Dari Aisyah r.a. berkata, bahwa sesungguhnya Nabi SAW, membeli
makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan
menggadaikan baju besinya”.(HR. bukhari:1962)

Dilihat dari firman Allah SWT dan hadis diatas sudah jelas
bahwa gadai itu diperbolehkan dalam Islam. Namun yang perlu mendapat
penelitian disini adalah bahwa pelaksanaan gadai haruslah dilihat
dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan,

dan saling merugikan.

Dalam soal pelaksanaan gadai tentunya harus memenuhi beberapa
ketentuan-ketentuan, yang dalam hal ini memahami rukun gadai dan
syarat gadai agar supaya dalam praktiknya sah dan dapat dijalankan
dengan baik. Rukun gadai (rahn) adalah ketentuan-ketentuan yang harus
dipenuhi oleh rahin sebagai pemberi gadai dengan murtahin, karena jika
tidak melewati ketentuan-ketentuan rukun gadai maka gadai yang
dilakukan akan batal dan tidak sah. Ketentuan rukun gadai diantaranya
ialah: lafal ijab dan qabul sighaf), orang yang berakad (rahin dan
murtahin ), harta yang dijadikan jaminan (marfiun) vang pinjaman
(marhun bih).” Begitu pula syarat gadai, orang yang melakukan kegiatan
gadai harus cakap hukum, adanya sighat (lafal) sebuah ucapan yang

bersamaan dengan syarat tertentu, adanya marhun bih (uang pinjaman).’

? Imam Zainudin Achmad bin Al-Lathief Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah:
Achmad Zaidun, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 526.
> Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyas, 2016), 123.
4 1.
Ibid, 124.
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Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Kecamatan
Klampis Bangkalan pada substansinya dikarenakan hutang piutang
dengan objek jaminan gadai yaitu sawah. Syarat marhun bih yang
terdapat dalam hukum Islam, diataranya adalah memungkinkan
pemanfaatan, dapat dibayarkan, dapat diserahkan dan jelas jumlahnya.’
Marhun bih dalam perjanjian gadai di Desa Larangan ini sudah memenuhi
ketentuan dan jelas jumlahnya ketika berakad serta dapat diserahkan.
Akan tetapi, setelah proses perjanjian gadai berlangsung, pihak marhun
atau penerima gadai melakukan pemanfaatan atau dikelola sendiri tanpa
adanya kesepakatan dari awal perjanjian. Hal demikian, tidak sesuai
dengan syarat gadai yakni sighat, sighat dalam akad harus jelas dan

terperinci sebagaimana pendapat para Ulama.

Menurut Mazhab Hanafiyah, rahin tidak boleh mengambil
keuntungan dengan memanfaatkan barang gadai jika selama itu belum
mendapat izin dari murtahin . Sedangkan menurut Hanabilah, Murtahin
bisa mengambil keuntungan dengan memanfaatkan barang gadai apabila
barang gadai tersebut berupa hewan perah atau hewan tunggangan, jika

sebaliknya tidak berupa hewan maka harus seizin rahin.°

Dari perbedaan pendapat para ulama diatas dapat diambil
kesimpulan bahwa membiarkan barang gadai (marhun ) terlantar itu dapat
merusak atau mengurangi nilai materiil dari dari barang gadai itu sendiri,
dan status marhun tetap milik rahin, sementara murtahin hanya
mempunyai hak menahan barang gadai sebagai jaminan utang. Akad
gadai hanya sebagai jaminan atas suatu hutang, bukan akad pemindahan
hak milik. Maka dari itu hak milik atas suatu manfaat dari barang gadai
(marhun) yang dijadikan sebagai suatu jaminan berada dipihak rahin

(penggadai), sedangkan murtahin (penerima gadai) tidak boleh

> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terjemah: Ach. Marzuki, jilid 12 (Bandung: Al-Ma’arif, 1998), 142.
% Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Figh Empat Madhhab, terjemah: Chatibul Umam (Jakarta: Darul
Ulum Press, 2001), 277-285.
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memanfaatkannya, kecuali atas izin pihak rahin (penggadai). Jadi, dari
perbedaan-perbedaan diatas, baik rahin maupun murtahin  boleh
memanfaatkan barang gadai (marhun) apabila mendapat izin dari masing-
masing pihak, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya

perawatan.

Sedangkan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Larangan ini, menurut hasil penelitian penulis di lapangan, bahwa
pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut
tidak membagikan hasil keuntungan pemanfaatannya terhadap pemberi
gadai (rahin), sehingga pemberi gadai merasa dirugikan. Tetapi, dari
pemanfaatan tersebut pihak penerima gadai bertanggung jawab atas biaya

perawatan dan pemeliharaan barang gadai tersebut.

Pada persoalan Kkali ini terjadi sebuah akad gadai yang dilakukan
oleh kedua belah pihak di Desa Larangan Glintong Kec. Klampis, Kab.
Bangkalan. Dalam jangka waktu 3 tahun dengan hutang sebesar 50jt.
Dalam akad gadai tersebut adapun pemberi hutang yang memegang
sawah tersebut dan memanfaatkannya dengan cara mengelola sawah
tersebut. Dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya milik
pemberi hutang, pada akhirnya pihak penerima hutang pun merasa rugi
karna tidak mendapatkan hasil 1 % pun dari hasil sawah yang dikelola
pihak penerima gadai. Tidak ada kesepakatan dalam pemanfaatan barang
gadai tersebut yang menjadikan nya sebuah masalah. Dalam praktik gadai
seperti salah satu studi kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan (‘Urf) di

Desa Larangan Glintong ini.

Dalam pemanfaatan atas barang gadai yang dijalankan. Para Ulama
berbeda pendapat. Hal ini Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil
pemanfaatan barang gadai yang dipegang oleh murtahin  sebagai
penerima, itu adalah hak si pemberi gadai selama murtahin (penerima

gadai) tidak mensyaratkannya. Sedang menurut Ulama Syafi’iyah,
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walaupun sudah mendapatkan izin dari penggadai untuk memanfaatkan
barang gadai tersebut tetap saja barang gadai tidak bisa dimanfaatkan,
dan jika murtahin (penerima gadai) memanfaatkan dan mengambil
kentungan dari barang gadai tersebut dapat dikatakan riba, sebagaimana
riba itu haram dalam syariat Islam.’

Dalam hukum tentang riba yakni keuntungan atas sebuah transaksi,

dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surah ar-Ruum ayat 39:

i35 Ogdy 355 o pxile g A e 1 Sl WU J5a) 33 1585 65 n (251 U

=l

g P 3 o4
Opanialll 14 G146 A&

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi
Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan
untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. QS. Ar-Ruum: 39.

Ayat di atas menjelaskan suatu keuntungan tambahan dari jumlah
awal pinjaman atas kegiatan hutang piutang. Hal demikian sama halnya
dengan pemanfaatan atau pengambilan keuntungan dari barang gadai.
Dalam firman Allah ditegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara
seperti halnya riba (tambahan), tidak akan bertambah di sisi Allah swt.
Dan akan menjadi sebuah beban bagi dirinya. Jadi semua transaksi utang
piutang dengan adanya sebuah tambahan atau keuntungan itu disebut riba.
Dalam hal ini keuntungan yang dimaksud ialah dari semua keuntungan.
Maka dari itu kita harus memahami hal-hal yang berbau riba, agar kita
tidak menjadi mahluk yang jauh dari tuhannya.

Kegiatan praktik gadai di Desa Larangan Kecamatan Klampis
Kabupaten Bangkalan ini, sebagaimana persoalan ini dilanda Bapak Monir
dan Bapak Makmor, gadai yang berupa sawah tersebut di manfaatkan oleh

Bapak si penerima, pemanfaatan tersebut tidak secara lengkap disebutkan

" Gufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.
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dalam akad, hal itu karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Larangan
dalam melakukan praktik gadai.

Jadi, disebutkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, praktik gadai
Masyarakat Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ini, tidak
sah karena dalam akadnya tidak memenuhi syarat sighat, yakni
transparansi dalam sighat yang kurang jelas, dan juga pada pemanfaatan
barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak diperbolehkan

karena mengandung unsur riba.

. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pada tinjauan KHES ini, penulis akan mengkorelasikan kasus yang
terjadi di Desa Larangan Kecamatan Klampis Bangkalan. Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana adalah bahan analisis pada kasus
ini, yang mana dalam praktik pemanfaatan gadai, ini tidak secara detail
kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pemberi dan penerima gadai,
hal tersebut maka perlu untuk dianalisis dengan dasar hukum yang jelas,
sebagaimana dasar hukum adalah kompilasi hukum ekonomi syariah
(KHES). Seperti yang terdapat dalam pasal 373 ayat 1 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES), menyebutkan beberapa rukun dan syarat yang
merupakan hal-hal dalam melakukan praktik gadai, di antaranya:

a. Adanya orang yang berakad (agid);

b. Pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin);
c. Adanya barang jaminan (marhun);

d. Adanya hutang (marhun bih);

e. Akad/Ijab dan qabul.
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Selain daripada itu, berangkat dari penjelasan rukun dan syarat
dalam praktik gadai, sebenarnya sudah jauh ada di dalam al-qur'an, tetapi
bedanya dalam KHES lebih skematis penjelasannya dengan di pasal-

pasalkan.

Hukum atau aturan dalam pemanfaatan barang gadai, juga sudah
diatur dalam KHES, sebagaimana terdapat di pasal 396 dengan
menyebutkan bahwa "murtahin tidak boleh menfaatkan barang gadai
(marhun) tanpa mendapatkan izin dari rahin”. ketentuan tersebut telah
jelas disebutkan bahwa untuk pemanfaatan barang gadai hendaknya harus
mendapatkan izin dari pemberi gadai, namun apabila tidak ada
kesepakatan atau izin dalam pemanfaatan barang gadai tersebut maka
tentu jelas bahwa tidak sah dalam praktik gadai tersebut, karena
ketentuan demikian tidak jauh berbeda dengan pendapat para Ulama

sebelumnya.

Disisi lain, pasal hukum dalam permasalahan pemanfaatan barang
gadai juga di atur dalam KHES yang hampir sama dengan pernyataan
para ulama, bahwa yang terdapat di pasal 396 KHES. menyebutkan harus
ada perizinan dari penerima kepada pemberi gadai. Menurut ulama
syafiiyah sedikit berbanding terbalik dengan pendapat hukum di atas,
bahwa yang dimaksud barang gadai yang dapat dimanfaatkan itu adalah
transaksi dalam akadnya hutang jual beli (ba’i). Namun, apabila akad

hutang dengan jaminan barang yang kemudian dimanfaatkan tanpa atas
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izin pemberi, maka menurut ulama syafi'iyah tindakan demikian tidak
disahkan atau melanggar aturan hukum Islam.

Praktik gadai yang terjadi di Desa Larangan Kecamatan Klampis
ini, telah di manfaatkan dari barang yang menjadi jaminan dan hasil dari
pemanfaatannya oleh penerima gadai di kuasai sendiri, artinya dengan
tidak membagikan hasil pemanfaatannya terhadap si pemberi gadai.
Dengan hal itu, seharusnya menurut ulama syafi'iyah hasil pemanfaatan
barang gadai oleh penerima gadai hendaknya diambil juga oleh si pemberi
gadai, karena pemilik barang gadai juga memiliki hak atas hasil
pemanfaatan barang gadai tersebut.

Jadi praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, menurut Pasal 396 KHES.
bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh
dilakukan karena tidak ada izin dari pemberi gadai, walaupun hal
demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tetap tidak boleh

dilakukan karena sudah sesuai hukum yang berlaku.

Persamaan dan Perbedaan Analisis Antara Hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Antara tinjauan Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, terdapat persamaan ketentuan dalam menjalankan praktik gadai,
persamaan tersebut yakni ada pada rukun dan syarat dalam gadai. Artinya
dari tinjauan Hukum Islam dan KHES ini, sama-sama memiliki perspektif

tinjauan atau bahan analisis untuk persoalan praktik gadai. Jadi, dalam
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ranah kali ini, penerima gadai hendaknya memperoleh izin dari pemilik
barang apabila ingin memanfaatkan barang gadai si pemberi, karena hal
demikian untuk meminimalisasi pola pikir masyarakat yang kemudian
menjadi kebiasaan dalam pemanfaatan barang gadai dengan tidak

memperoleh izin dari si Pemilik atau pemberi gadai.

Perbedaan antara Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES), yakni KHES membahas lebih spesifik mengenai
permasalahan ekonomi syariah, namun ada persaman terdapat dalam
dasar hukum yang digunakan sebagaimana perspektif Hukum Islam
menggunakan dasar Al- Qur'an, Hadist, dan pendapat para Ulama.
Sedangkan, pisau analisis dalam KHES, penulis mengambil pasal 396

yang menerangkan tentang pemanfaatan barang gadai.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan
Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, sudah
memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum
yang dapat ditinjau dari hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan di
atas bahwa praktik gadai yang dilakukan sudah pandang sah karena
jelas, adanya pihak yang bertransaksi yakni pemberi gadai dan
penerima gadai (“gid), adanya ijab dan qabul, adanya barang yang
akan dijadikan jaminan hutang yang memiliki nilai jual dan nilai tukar
pengganti barang.

Disebutkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, praktik gadai
Masyarakat Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ini,
tidak sah karena dalam akadnya tidak memenuhi syarat sighat, yakni
transparansi dalam sighat yang kurang jelas, dan juga pada
pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak
diperbolehkan karena mengandung unsur riba.

Namun menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) yang terdapat pada Pasal 396, bahwa pemanfaatan barang
gadai oleh penerima gadai tidak boleh dilakukan karena tidak ada izin
dari pemberi gadai, walaupun hal demikian sudah menjadi kebiasaan
masyarakat setempat tetap tidak boleh dilakukan sebagaimana sesuai

dengan hukum yang berlaku.
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B. Saran

1.

Penulis berharapan segala tindakan yang dilakukan masyarakat umum,
untuk bagaimana tidak sekali-kali tidak taat hukum dan sepatutnya
sama-sama hukum atau aturan yang berlaku, khususnya masyarakat
Desa Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, agar tidak
lagi melakukan pelanggaran hukum seperti pemanfaatan barang gadai
yang tanpa izin pemilik barang gadai.

Penulis juga menyarankan agar dapat pula memahami bagaimana
menjalankan praktik gadai tersebut diseimbangi dengan hukum atau

syariat Islam.
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